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MOTTO 

 

حَدََۢا . . .
َ
ا وَلََ يشُۡۡكِۡ بعِِباَدَةِ رَب هِۦِٓ أ  فَمَن كََنَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَب هِۦِ فلَۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صََٰلحِا

Maka barangsiapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia 

mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu 

apapun dalam beribadah kepada Tuhannya.” 

(QS al-Kahf ayat 110) 
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RELEVANSI PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG KADAR 

KEWAJIBAN SUAMI DALAM MENAFKAHI KELUARGA DI MASA 

PANDEMI COVID-19 

ABSTRAK 

Muhammad Ikhsan Setiaji 

NIM. 1717302023 

 

Program Studi Hukum Keluarga Islam 

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

Akibat dari pandemi Covid-19 adalah para kepala keluarga kesulitan untuk 

memberikan nafkah. Di sisi lain, menafkahi keluarga hukumnya adalah wajib. Penulis 

menemukan ada istri yang meminta suaminya untuk tetap memberikan nafkah seperti saat 

normal. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi tentang bagaimana bersikap berumah 

tangga. Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu pemikir Islam berpandangan moderat 

yang memiliki keterkaitan dengan citra Islam di Indonesia, yaitu Islam moderat. Oleh 

karena itu, penulis menilai cocok apabila pandangannya digunakan sebagai bahan edukasi 

dan tolok ukur bidang fiqih dalam penentuan kadar nafkah di masa sulit sekarang ini. 

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan (library research) 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kitab karangan Wahbah az-Zuhaili, yaitu Fiqih Islam Wa Adillatuhu. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, nafkah makanan untuk istri adalah disesuaikan 

dengan kebiasaan yang berlaku di masing- masing daerah dan disesuaikan dengan 

kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit. Nafkah pakaian 

untuk istri adalah pakaian yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat dan 

disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa 

sulit. Nafkah tempat tinggal untuk istri di masa normal adalah tempat tinggal yang sesuai 

dan setara dengan level tempat tinggal suami dengan kriteria rumah yang di dalamnya 

terdapat fasilitas wajib serta disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami; sedangkan di 

masa sulit, fasilitas wajib tersebut tidak harus berada di dalam rumah. Nafkah pembantu 

untuk istri di masa normal adalah wajib bila istri membutuhkan dan suami mampu; namun 

bila istri tidak membutuhkan atau suami tidak mampu, maka tidak wajib mendatangkan 

pembantu. Nafkah perabot tumah tangga untuk istri di masa normal adalah upah untuk 

baby sitter, alat-alat pembersih, perkakas makan, peralatan dapur, meja, kursi, serta 

kebutuhan untuk tidur; sedangkan di masa sulit, maka disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kecukupan. Kadar nafkah untuk anak disesuaikan dengan kecukupan kebutuhan si anak 

dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayahnya. Apabila ayah tidak mampu untuk 

menafkahi anaknya karena kesulitan ekonomi, maka Wahbah az-Zuhaili menyebutkan 

beberapa pendapat ulama dan tidak menyatakan pendapat pribadinya. Pandangan 

Wahbah az-Zuhaili tentang kadar nafkah bila dihubungkan dengan pandemi Covid-19 

adalah relevan karena dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang kadar 

nafkah di masa sulit, seperti halnya di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. 

 

Kata kunci : Nafkah Keluarga, Wahbah az-Zuhaili, Pandemi Covid-19 
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THE RELEVANCE OF WAHBAH AZ-ZUHAILI'S VIEW ON THE 

LEVEL OF HUSBAND'S OBLIGATION TO PROVIDE HIS FAMILY 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 

ABSTRACT 

Muhammad Ikhsan Setiaji 

NIM. 1717302023 

 

Islamic Family Law Study Program 

State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

As a result of the Covid-19 pandemic, it is difficult for family heads to provide a 

living. On the other hand, providing for his legal family is obligatory. The author finds 

that there are wives who ask their husbands to continue to provide a living as normal. 

This is due to the lack of education about how to behave in a household. Wahbah az-

Zuhaili is one of the moderate Islamic thinkers who has a relationship with the image of 

Islam in Indonesia, namely moderate Islam. Therefore, the author considers it 

appropriate if his views are used as educational material and a benchmark in the field of 

fiqh in determining the level of livelihood in today's difficult times. 

The research that the author does is library research that uses a qualitative 

approach. The primary data source used in this research is the book written by Wahbah 

az-Zuhaili, namely Islamic Fiqh Wa Adillatuhu. The data collection method used is the 

documentation method. The data analysis method used in this research is descriptive 

analysis method. 

According to Wahbah az-Zuhaili, the food allowance for the wife is adjusted to the 

prevailing customs in each region and adapted to the economic capacity of the husband, 

both in normal times and in difficult times. Clothing for the wife is clothing that is in 

accordance with what is usually worn by the community and adapted to the economic 

capacity of the husband, both in normal and difficult times. Living allowance for the wife 

in normal times is a place to live that is appropriate and equal to the level of the husband's 

residence with the criteria of a house in which there are mandatory facilities and adjusted 

to the husband's economic situation; while in difficult times, these mandatory facilities 

do not have to be in the house. Support for the wife in normal times is obligatory if the 

wife needs it and the husband can afford it; but if the wife does not need or the husband 

is unable, then it is not obligatory to bring in a maid. The household furniture for the wife 

in normal times is wages for a baby sitter, cleaning tools, eating utensils, kitchen utensils, 

tables, chairs, and the need for sleep; while in difficult times, it is adjusted to the needs 

and adequacy. The level of living for the child is adjusted to the adequacy of the child's 

needs and adjusted to the economic capacity of the father. If the father is unable to 

provide for his child due to economic difficulties, then Wahbah az-Zuhaili mentions 

several opinions of scholars and does not state his personal opinion. Wahbah az-Zuhaili's 

view on the level of living in relation to the Covid-19 pandemic is relevant because in 

Wahbah az-Zuhaili's view it explains the level of living in difficult times, as is the case 

during the current Covid-19 pandemic. 

 

Key words : provide for the family, Wahbah az-Zuhaili, Covid-19 pandemic 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 

tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan 

beberapa penyesuaian menjadi berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 Sa ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha h}  ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Z\|al Z| ze (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zal Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad’ s} es (dengan titik di bawah) ص 

 d}ad’ d} de (dengan titik di bawah) ض 

 t}a’ t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a’ z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain …‘… koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك



 
 

x 
 

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن 

 Waw W w و

 ha’ H ha ه

 Hamzah ’ apostrof ء

 ya’ Y Ye ي

 

2. Vokal  

1) Vokal tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasi sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf latin Nama 
 

fath{ah A A 
 

Kasrah I I 

 ؙ d{amah U U 

 

Contoh:  

   syahadah - شهََادةَ 

2) Vokal rangkap (diftong) 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:  

 

Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama 

ََ ي    fath}ah dan ya Ai a dan i 

ََ و    fath}ah dan wawu Au a dan u 

 

Contoh:     ُعَليَ كم - ‘alaikum 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan huruf Nama Huruf Dan 

Tanda 

Nama 

 fath}ah dan alif a< a dan garis di atas …  ا …

 Kasrah dan ya i> i dan garis di atas يْ  

َ  و  َ  d}amah dan wawu u< u dan garis di atas 

 

Contoh:  

مَعوُا       ang< tajma’uu - انَ  تَج 

4. Ta Marbu>t}ah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:  

1) Ta marbu>t}ah hidup 

Ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan 

dammad, transliterasinya dalah /t/. 

2) Ta marbu>t}ah mati  

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

/h. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

  al-bayyinah -   البيَ ِّنةَ   

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengn 

huruf yang diberi tanda syaddah itu.  

Contoh:  

 bayyinah – بيَ ِّنة  
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah.  

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang diikuti 

oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu 

huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti 

kata sandang itu.  

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sambung atau hubung.  

Contoh:  

 al-qudaatu - القُضَاةُ 

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasi dengan apostrop. 

Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak 

di awal kata, ia dilambangan karena dalam tulisan Arab berupa alif.  

Contoh:  

Hamzah di awal   ُإنَّكم innakum 

Hamzah di tengah  لوُا  i‘dilu اِّعدِّ

Hamzah di akhir شهَُدَآء Syuhadaaa’a 

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka 

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa 
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dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan 

kata ini dengan perkata.  

Contoh: 

ِّمَا تعَ مَلُون     innalla>ha khobiirum bima> ta’malu>n :  اِّنَّ الله خَبِّي رٌب 

9. Huruf kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal 

kata sandang. 

Contoh:  

  Amar Ibnu Al-‘Ash عمربن العاص 

 Anas Ibnu Malik أنس بن مالك
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia merata pada seluruh sektor, 

baik sektor kesehatan, sosial dan budaya, pendidikan, serta juga ekonomi dan 

ketenagakerjaan. Dampak tersebut bukan hanya dirasakan oleh Indonesia 

sebagai sebuah negara saja, tetapi juga oleh lingkup terkecil dari sebuah negara 

yaitu keluarga. Salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya 

pencegahan terhadap penyebaran virus Covid-19 adalah dengan mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB). Akibat dari kebijakan tersebut ialah menurunnya 

pendapatan rakyat di sektor ekonomi, bahkan mengalami kerugian yang cukup 

besar. Untuk mengurangi kerugian yang dialami, beberapa perusahaan 

mengambil langkah dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

terhadap para pekerjanya. Hal ini memang sesuai dengan Pasal 164 dan 165 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang intinya 

adalah bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja 

terhadap pekerja apabila mengalami kerugian. 1 

Akibat dari langkah tersebut, banyak pekerja yang diberhentikan dan 

kehilangan pekerjaannya. Walau demikian, masih dalam pasal yang sama, 

disebutkan bahwa pekerja yang diberhentikan berhak mendapatkan uang 

 
1 M. Anwar, “Dilema PHK dan Potong Gaji Pekerja di Tengah Covid-19”, Jurnal ‘Adalah 

Vol.4 No. 1, 2020, hlm. 99. 
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pesangon dari perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan kepada 

pekerjanya yang tidak lagi mendapat upah setelah diberhentikan, dan juga 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sampai 

mendapatkan pekerjaan kembali.2 Namun karena tidak juga kunjung mendapat 

pekerjaan pengganti, uang pesangon pun habis untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, hingga mencapai satu titik di mana suami sebagai kepala dan tulang 

punggung keluarga tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarganya. 

Di sisi lain, menafkahi keluarga hukumnya adalah wajib bagi seorang 

suami. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya 

bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya 

tanpa melihat kepada keadaan istri.3 Bukan hanya istri, suami diwajibkan 

memberi nafkah pada keluarga berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, 

perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-

masing.4 Dalilnya di dalam al-Qur’an terdapat pada beberapa ayat, di antaranya 

ialah firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut : 

 وَعََلَ المَْوْلوُدِْ لََ رزِقُْهُنَّ وَكسِْوَتهُُنَّ باِلمَْعرُْوْفِِۗ  
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara 

yang patut.5 

 

 
2 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 207. 
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 

166. 
4 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2016), hlm. 422. 

 5 Kemenag, “Qur’an Kemenag”, quran.kemenag.go.id, diakses pada 7 Januari 2022. 
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Pada surat at-Thalaq ayat 6 Allah SWT juga berfirman : 

نِْ وُّجْدِكُمْ    اسَْكنِوُهُْنَّ منِْ حَيْثُ سَكَنتُْمْ م 
Tempatkanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai 

dengan kemampuanmu.6 

Adapun dari hadits, di antaranya ialah hadits yang diriwayatkan oleh 

Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa’i dan Imam Ibnu Majah tentang 

jawaban Nabi Muhammad SAW saat ditanya oleh Hakim bin Muawiyah 

tentang kewajiban suami terhadap istrinya, beliau menjawab : 

كَلْتَ وَتكَْسُوهَْا إذَِ اكْتَسَيْتَ 
َ
... تطُْعِمُهَا إذَِ أ  

Kamu harus memberinya makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan 

memberinya pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.7 

Bukan hanya dalam Hukum Islam, hukum positif di Indonesia pun 

meyebutkan hal serupa, seperti dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah 

tangga sesuai dengan kemampuannya. Persis sama seperti Pasal dan ayat di 

atas, dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suami 

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan juga ayat (4) menyebutkan 

bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan 

tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi istri dan anak; dan biaya pendidikan bagi anak. 

 
 6 Kemenag, “Qur’an Kemenag”, quran.kemenag.go.id, diakses pada 7 Januari 2022. 

7 Mardani, Hadits Ahkam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 245. 
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Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) juga ada 

aturan mengenai nafkah, yakni dalam Pasal 107 ayat (2) disebutkan bahwa 

setiap suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditempatinya; dia wajib 

melindungi istrinya dan memberinya apa saja yang perlu sesuai dengan 

kedudukan dan kemampuannya. Kewajiban untuk menafkahi berarti juga 

larangan untuk menelantarkan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang 

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut 

hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian dia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

Dengan melihat fenomena di atas, Islam sebagai agama yang menjadi 

rahmat bagi seluruh alam sudah pasti sejatinya telah mengakomodasi jalan 

keluar. Islam adalah agama yang relevan dimanapun dan kapanpun, serta tidak 

saklek hanya terpaku pada satu keadaan. Ciri khas dari hukum Islam di 

antaranya ialah hukum Islam itu lengkap; ia mencakup segala aspek kehidupan, 

baik menyangkut hubungan dengan Tuhan yang terimplementasikan dalam 

ibadah, dan hubungan dengan sesama manusia yang terimplementasikan dalam 

muamalah. Hukum Islam itu dinamis; berarti sesuai dengan perkembangan dan 

mengayomi berbagai kebutuhan manusia yang bergerak maju, serta pantas 

untuk setiap masa dan tempat. Hukum Islam itu universal; dapat diterapkan 

dalam semua lapisan masyarakat, sesuai dengan kondisi dan watak dinamis 
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hukum Islam tersebut. Hukum Islam itu kemanusiaan; karena orientasi hukum 

Islam itu adalah untuk kemaslahatan manusia bersama-sama.8 

Walau demikian, penulis menemukan ada istri yang meminta suaminya 

untuk tetap memberikan nafkah seperti saat keadaan normal tanpa 

memperdulikan bahwa suaminya baru saja terkena Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK), bahkan mengancam akan mengajukan gugatan cerai apabila 

permintaannya tidak dituruti. Hal ini didasari oleh sebab minimnya edukasi 

tentang bagaimana seharusnya setiap anggota keluarga bersikap saat 

menghadapi masa sulit seperti pandemi Covid-19 sekarang ini. Keadaan pada 

masa pandemi tidaklah sama dengan masa normal, sehingga penyesuaian harus 

dilakukan untuk tetap bisa menghadapi dan melewatinya. 

Sejalan dengan hal tersebut, ada seorang tokoh Islam di era modern 

sekarang ini yang sangat dalam ilmunya, khususnya dalam bidang fiqih dan 

tafsir, berwawasan luas, serta berpandangan moderat. Negara asalnya adalah 

Suriah dan sudah berkali-kali berkunjung ke Indonesia, beliau adalah Wahbah 

az-Zuhaili. Beliau menyadari bahwa modernisasi dalam segala bidang tidak 

menutup kemungkinan akan memunculkan inovasi baru. Namun ia 

menekankan bahwa pembaharuan yang dilakukan tidak boleh bertentangan 

dengan nilai-nilai syari'at Islam. Corak terpenting metodologi Wahbah az-

Zuhaili adalah metode ijtihadnya yang mengarah pada taisi>r (memudahkan) 

dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Metode ini dapat membebaskan 

 
8 Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang: Noerfikri, 

2019), hlm. 190-191. 
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dari belenggu mazhab tertentu (fanatis). Beliau selalu mempertimbangkan 

pendapat-pendapat mazhab yang ada dalam menggali suatu hukum, sehingga 

hasil rumusan yang diperoleh bisa komprehensif. 

Penulis tertarik dengan pandangan hukum beliau yang khas bercirikan 

Islam yang moderat, persis sama seperti apa yang ditekankan oleh negara 

tercinta, tentang pentingnya Islam yang moderat di Indonesia. Terlebih, 

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan dikenal 

oleh masyarakat internasional sebagai salah satu negara Islam moderat. 

Kementrian Luar Negeri Indonesia selama ini mengampanyekan Islam 

moderat sebagai bagian dari identitas kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga 

citra tersebut terkonstruksi di tatanan global.9 Oleh karena itu, penulis tertarik 

untuk membahas persoalan tersebut dengan judul “Relevansi Pandangan 

Wahbah az-Zuhaili tentang Kadar Kewajiban Suami dalam Menafkahi 

Keluarga di Masa Pandemi Covid-19”. 

B. Definisi Operasional 

Penulis akan memaparkan dan menjelaskan beberapa istilah yang 

digunakan dalam judul skripsi ini. 

1. Relevansi 

Secara umum, artinya adalah kecocokan, bersangkut paut, berguna 

secara langsung. 

 
9 Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, “A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality 

and Discourses of Islam in Indonesia’s Foreign Policy”, Jurnal Studia Islamika Vol. 23 No. 3, 2016, 

hlm. 399-434. 
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2. Wahbah az-Zuhaili 

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama, profesor, guru besar, serta 

pemikir kondang yang berasal dari Damaskus, Suriah. Beliau lahir pada 

tahun 1932 dan wafat pada tahun 2015 dalam usia 87 tahun. Beliau sering 

menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan 

makalahnya dalam berbagai forum ilmiah. Berbagai jabatan penting pernah 

beliau emban, mulai dari tingkat jurusan, fakultas, hingga menjadi promotor 

program Magister dan Doktor. Selain itu, beliau juga seorang pendiri 

majalah dan pembicara berbagai media. 

3. Nafkah 

Menurut syara’, nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang 

dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah yang dimaksud 

dalam skripsi disini ialah nafkah menurut syara’ pada umumnya, yaitu 

makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam skripsi ini, menafkahi berarti perbuatan memberikan 

nafkah. 

4. Keluarga 

Sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih 

mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, 

kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.10 Sedangkan keluarga yang dimaksud 

 
10 Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 23 
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dalam skripsi ini adalah keluarga batih atau keluarga inti, yaitu keluarga 

yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. 

5. Covid-19 

Penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus jenis baru. Penyakit 

ini diketahui pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. 

Penyakit ini menyerang pernapasan dan telah menyebar dengan masif ke 

berbagai negara sehingga menjadikannya sebuah pandemi. Virus ini dapat 

menular melalui percikan bersin dan batuk, dan dapat juga melalui benda 

yang terkontaminasi percikan dan batuk dari penderita Covid-19. Pandemi 

ini berkembang sedemikian pesat, sehingga dampak negatif ekonomi 

mempengaruhi sektor manufaktur, pariwisata, usaha, transportasi, logistik, 

ritel, real estate, UKM, dan jasa bisnis. 11 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  pandangan Wahbah az-Zuhaili terkait dengan kadar kewajiban 

suami dalam menafkahi keluarganya ? 

2. Bagaimana relevansi pandangan Wahbah az-Zuhaili terkait dengan kadar 

kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya di masa pandemi Covid-19 ? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan 

Wahbah Az-Zuhaili terhadap kadar kewajiban yang harus diberikan seorang 

suami dalam menafkahi keluarganya di masa pandemi Covid-19 dan 

 
11 Melani Kartika Sari, ”Sosialisasi tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa 

Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri”, Jurnal karya Abdi Vol. 4 

No. 1, 2020, hlm. 20. 
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relevansinya melalui penggalian (eksplorasi) data yang bersumber dari 

berbagai dokumen. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan 

sumbangan pemikiran untuk: 

a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian 

pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam 

khususnya mengenai kadar kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya 

di masa sulit atau dalam kondisi yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapakan bermanafaat dan 

memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis 

dalam bidang hukum keluarga. Juga sebagai bahan edukasi dan gambaran 

tolok ukur kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya di masa sulit. 

F. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa karya 

ilmiah yang berkaitan dengan kewajiban seorang suami dalam menafkahi 

keluarganya, di antaranya sebagai berikut : 

Pertama, Skripsi oleh Zulkifli Latif, UIN Walisongo Semarang 2018, 

yang berjudul “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai 

Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)”. Persamaan dalam skripsi 

ini adalah sama-sama membahas tentang tetap berlakunya kewajiban suami 

dalam menafkahi keluarganya walaupun dalam keadaan sulit, yakni menjadi 
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narapidana dan menjadi korban PHK. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa 

seorang narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan 

kemampuannya yang didapat dari pembinaan kemandirian yang mereka 

kerjakan di Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga 

sehingga mereka mendapat upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.12 

Sementara penulis memfokuskan tentang kadar kemampuan suami dalam 

kewajibannya untuk menafkahi keluarganya ketika sedang kesulitan 

mendapatkan pekerjaan karena pandemi Covid-19. 

Kedua, Skripsi oleh Okta Vinna Abriyanti, IAIN Metro Lampung 2017, 

yang berjudul “Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam 

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A 

Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”. Skripsi ini membahas 

tentang kelalaian yang dilakukan seorang suami dalam menafkahi keluarganya 

ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam.13 Persamaan dengan skripsi 

penulis ialah sama-sama membahas tentang kewajiban suami dalam menafkahi 

keluarganya dan tidak dibolehkannya menelantarkan keluarga. Perbedaannya 

terletak pada perspektif yang digunakan, skripsi tersebut menggunakan 

perspektif Kompilasi Hukum Islam yang mana merupakan hukum positif, 

 
12 Zulkifli Latif, ”Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana 

Terhadap Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 

Kedungpane Semarang)”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018). 
13 Okta Vinna Abriyanti, “Hak Nafkah Istri dan Anak yang Dilalaikan Suami dalam 

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo 

Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2017). 
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sedangkan penulis menggunakan perspektif seorang tokoh yang bukan 

merupakan hukum positif. 

Ketiga, Skripsi oleh Ismaiel Khasan, IAIN Purwokerto 2019, yang 

berjudul “Metode Penentuan Nasab dan Implikasinya Terhadap Hak Waris 

Anak (Studi Pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa 

Adillatuh)”. Persamaannya dengan skripsi penelitian penulis ialah sama-sama 

mengambil perspektif dari Wahbah Az-Zuhaili dan juga mengambil sumber 

kitab yang sama. Perbedaannya terletak pada isi pembahasan, skripsi tersebut 

membahas tentang nasab dan hak waris, sementara penulis membahas tentang 

nafkah.14 

Keempat, Tesis oleh Darmawati, UIN Alauddin Makassar 2014, yang 

berjudul “Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 

di Kelurahan Gunung Sari Makassar)”. Tesis ini membahas tentang konsep 

nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam, faktor-faktor yang 

menyebabkan istri bekerja di luar rumah di Kelurahan Gunung Sari Makassar, 

dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan ketika istri bekerja di luar rumah. 

Persamaan skripsi penulis dengan tesis tersebut terletak pada pembahasan 

tentang konsep nafkah perspektif hukum Islam. Namun tesis tersebut terfokus 

pada faktor yang mendasari terjadinya perubahan peran wanita dalam rumah 

tangga, mencari nafkah di luar rumah, proses kegiatan istri yang bekerja di luar 

 
14 Ismaiel Khasan, “Metode Penentuan Nasab dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak 

(Studi Pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh)”, Skripsi 

(Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019). 
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rumah dan apa dampak yang ditimbulkan15; sedangkan fokus penulis hanyalah 

konsep nafkah dan kada kemampuan dalam menafkahi. 

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri, Universitas Syiah Kuala 

Banda Aceh 2015, yang berjudul “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”. Jurnal 

ini menyebutkan bahwa pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan 

tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami 

terhadap istrinya dan orang tua terhadap anaknya.16 Penulis sepakat dengan 

jurnal tersebut dalam perihal kewajiban dalam memberikan nafkah terhadap 

keluarga. Perbedaannya ialah jurnal tersebut tidak mengkorelasikan kewajiban 

tersebut dengan hal apapun alias dalam keadaan biasa atau normal, sedangkan 

penulis mengkorelasikan kewajiban tersebut dengan keadaan sulit seperti 

pandemi Covid-19 sekarang ini. 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan secara pengetahuan tertentu, sehingga pada 

gilirannya dapat digunkan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah.17 

 
15 Darmawati, “Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di 

Kelurahan Gunung Sari Makassar)”, Tesis (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014). 
16 Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 

66, Th. XVII, 2015, hlm. 397. 

 17 Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok: Kencana, 

2016), hlm. 2-3. 
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Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (liblary research), yaitu 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 

pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Ini 

merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan 

untuk memperoleh data penelitiannya.18 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang datanya tidak diperoleh melalui prosedur 

statisik atau bentuk hitungan lainnya, serta berpaku pada objek yang tidak 

berupa angka, akan tetapi lebih banyak pada narasi dan dokumen tertulis.19 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menghasilkan data-data yang 

bersifat deskriptif karena penelitian dengan pendekatan tersebut sangat kaya 

dan sarat dengan deskripsi.20 

3. Sumber Data Penelitian 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

kitab-kitab karangan Wahbah az-Zuhaili seperti al-Fiqh al-Isla|mi wa 

Adillatuhu dan at-Tafsi>r al-Muni>r; dan juga kitab-kitab lain seperti Fiqh 

Sunnah dan al-Fiqh ‘ala > al-Madza>hib al-Arba’ah. 

 

 
18 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor  Nasional,  2004),  

hlm. 2-3. 
19 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009),  hlm. 69. 

 20 Cik Hasan Bisri, Pilar-pilar penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm.272. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa pustaka yang berasal 

dari buku, jurnal, serta karya tulis ilmiah lain yang berhubungan dengan 

pembahasan dalam skripsi ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu  mencari hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 

majalah, surat kabar, dan sebagainya. Data yang dikumpulkan adalah data 

yang berkaitan dengan pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang nafkah, 

khususnya kitab karyanya yang berjudul al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif analisis, yaitu metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data yang telah terkumpul. Metode ini mengambil masalah atau 

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat 

penelitian dilaksanakan, yang kemudian hasil penelitian diolah dan 

dianalisis untuk diambil kesimpulannya.21 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar sistematika penulisan penelitian ini lebih tersusun dan terarah, 

maka penulis menyusunnya dalam sistematika sebagai berikut : 

 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: alfabeta, 

2009), hlm. 29. 
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Bab Pertama, berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang 

masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisikan landasan teori yang membahas tentang pengertian 

nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, syarat-syarat yang mewajibkan 

nafkah, kadar ukuran nafkah terhadap istri, kadar ukuran nafkah untuk anak, 

dan sekilas tentang Covid-19, berupa pengertian dan dampaknya. 

Bab Ketiga, membahas mengenai biografi Wahbah Az-Zuhaili yang 

meliputi latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan, guru-guru dan karya-

karyanya, dan corak pemikirannya. 

Bab Keempat, berisikan analisis terhadap pandangan Wahbah Az-

Zuhaili tentang kadar kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya dan juga 

relevansinya di masa pandemi Covid-19 

Bab Kelima, berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN PANDEMI COVID-19 

A. Gambaran Umum Tentang Nafkah 

1. Pengertian Nafkah 

Secara etimologi, kata nafkah berasal dari kosakata bahasa Arab yang 

berupa fi’il ma >d}i s|ula>ts|i mujarrad ََق  .”yaitu “habis , نفَِدََ yang bermakna نَ فَ

Bila diubah mengikuti wazan ََافَْ عَل yang merupakan fi’il ma>d}i s|ula>ts|i mazi>d 

bi harf sehingga menjadi ََق  yaitu , صَرَفََ maka bermakna , انَْ فَ

“membelanjakan”. Sedangkan kata الن َّفَقَة yang merupakan isim mas}dar 

memiliki makna َ
َ

صْرُوْفَال  dan ق  yaitu biaya, belanja, dan pengeluaran الِإنْ فَا

uang. 22Arti lainnya ialah barang-barang yang dibelanjakan seperti uang.23
 

Kata nafaqah setidaknya diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua 

kata, nafkah dan infak. Kata nafkah diartikan “belanja untuk hidup” atau 

“uang pendapatan”. Adapun infak diartikan sebagai pemberian sumbangan 

selain zakat wajib untuk kebaikan.24 Kata nafkah mempunyai makna segala 

biaya hidup yang merupakan hak istri dan anak dalam hal makanan, 

 
22 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), hlm. 1449. 
23 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 

2010), hlm. 463. 
24 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

hlm. 770. 
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pakaian, dan tempat tinggal, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.25 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah berarti pengeluaran yang biasanya 

dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan 

untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.26 

Berikut ini ialah beberapa pengertian nafkah secara terminologi dari 

beberapa ahli fiqih : 

a. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa nafkah adalah pemenuhan 

kebutuhan  istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan 

pengobatan meskipun istri berkecukupan.27 

b. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa nafkah adalah beban yang 

dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, 

lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya 

seperti dana untuk air, minyak, lampu dan lainnya.28 

c. Hasan Ayyub mengatakan bahwa nafkah yaitu semua kebutuhan yang 

berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat 

tinggal, dan lain-lain.29 

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 

menyebutkan bahwa kata nafaqah artinya ialah “mengeluarkan”. Bentuk 

jamak dari kata nafaqah adalah nafaqa>t yang secara bahasa artinya sesuatu 

 
25 Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 

121. 
26 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996), 

hlm. 1281. 

 27 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Darul Fikri, 1983), II: 147. 
 28 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Darul 

Kutub Al-Ilmiyah, 2003), IV: 485. 
29 Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) , hlm. 383. 
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yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan 

keluarganya. Adapun nafkah menurut syara’ adalah kecukupan yang 

diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan 

tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti 

makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian, 

ketentuannya ialah bisa dipakai untuk menutupi aurat. Sedangkan tempat 

tinggal, termasuk di dalamnya ialah rumah, perhiasan, minyak, alat 

pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan 

umum.30 

2. Sebab yang Mewajibkan Nafkah 

Menurut Sayyid Sabiq, hal yang mewajibkan atas suami untuk 

memberikan nafkah kepada istri adalah karena berdasarkan akad nikah yang 

sah. Istri telah menjadi pihak yang berkaitan erat dengan suaminya dan 

terkait dengan hak suaminya yang berupa hak menikmati kesenangan 

dengan dirinya, mematuhi suaminya, tinggal di rumahnya, mengurus 

rumahnya, mengasuh dan mendidik anak. Suamipun memiliki kewajiban 

yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan memberi nafkah 

kepadanya.31 

Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa Sebab-sebab wajib nafkah 

ada tiga; yaitu pernikahan, kerabat, dan kepemilikan. Nafkah untuk mereka 

disebutkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Sebagaimana istri 

 
30 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Damaskus: Darul Fikri, 1985), VII: 

765. 
31 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut: Darul Fikri, 1983), II: 147. 
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menjadi sebab wajibnya nafkah bagi suami, seperti itu juga perceraian 

menjadi sebab wajibnya nafkah, semisal untuk wanita yang ditalak raj'i dan 

semacamnya.32 

Abdul Aziz Muhammad Azzam dengan singkat mengatakan bahwa 

nafkah untuk istri menjadi wajib adalah karena tiga hal. Pertama, adanya 

akad yang sah. Kedua, penyerahan diri istri kepada suami. Ketiga, 

memungkinkannya bersenang-senang.33 

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa nafkah seorang ayah terhadap 

anak hukumnya wajib karena Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah 

ayat 233 : 

 وَعََلَ ٱلمَۡوۡلوُدِ لََُۥ رزِۡقُهُنَّ وَكسِۡوَتهُُنَّ بٱِلمَۡعۡرُوفِ  

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 

cara yang patut.34 

 

Artinya, seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena 

sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia 

melahirkan anak tersebut. Dari ayat ini disimpulkan pula bahwa ayah wajib 

menafkahi anaknya, karena Allah mewajibkan suami menafkahi istri yang 

ditalaknya selama masa penyusuan, demi kemaslahatan si anak. Wajibnya 

nafkah anak atas ayah ini karena si anak masih lemah dan membutuhkan 

bantuan, dan ayahnya adalah orang yang paling dekat dengannya.35 

 
32 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh, IV: 485. 
33 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 212. 

 34 Kemenag, “Qur’an Kemenag”, quran.kemenag.go.id, diakses pada 7 Januari 2022. 
35 Wahbah Az-Zuhaili, at-Tafsir al-Munir, (Beirut: Darul Fikri, 2009), I: 568. 
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Istri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah 

SAW. Dia berkata “Abu Sufyan seorang kikir, dia tidak memberi saya 

nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah demikian 

itu memudarotkan saya ?” Beliau menjawab : ”Ambil olehmu dari hartanya 

dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”. Hadits 

ini menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak menjadi tanggung jawab ayah.  

3. Syarat yang Mewajibkan Nafkah 

a. Syarat yang Mewajibkan Nafkah untuk Istri 

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa syarat-syarat wajibnya 

nafkah istri menurut mayoritas ulama ada empat. Pertama, istri 

menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya. Kedua, istri 

sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri. Ketiga, akad 

nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah. Keempat, hak 

suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar’i.36 

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat wajibnya nafkah istri ada 

lima. Pertama, akad nikah dilaksanakan secara sah. Kedua, istri 

menyerahkan dirinya kepada suaminya. Ketiga, istri menyediakan diri 

bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan dirinya. Keempat, istri 

tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami. Kelima, 

keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan 

dalam hubungan suami istri.37 

 
36 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu, VII: 769-770. 
37 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut: Darul Fikri, 1983), II: 148. 
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Menurut Abdurrahman al-Jaziri, ada beberapa syarat wajib nafkah 

untuk istri yang dirincikan dalam pandangan berbagai mazhab. Namun 

ada lima hal yang menjadi kesamaan di antara mazhab-mazhab tersebut. 

Pertama, akad nikah yang sah. Kedua, istri mampu untuk disetubuhi. 

Ketiga, istri menyerahkan dirinya sepenuhnya. Keempat, istri tidak 

membangkang (nusyuz). Kelima, tidak ada penghalang apapun antara 

istri dan suami.38 

Abdul Aziz Muhammad Azzam menyebutkan bahwa ada empat 

syarat istri berhak menerima nafkah. Pertama, sahnya akad nikah. Kedua, 

penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-

senang. Ketiga, pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali 

jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan 

hartanya. Keempat, istri bisa diajak bersenang-senang.39 

b. Syarat yang Mewajibkan Nafkah untuk Anak 

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ada dua syarat yang 

mewajibkan nafkah untuk anak menurut mayoritas ulama. Pertama, jika 

orang tua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi 

nafkah kepada anaknya. Kedua, anak-anak dalam keadaan miskin, tidak 

punya harta dan tidak mampu untuk bekerja. 40 

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, ada beberapa syarat wajib nafkah 

untuk anak yang dirincikan dalam pandangan berbagai mazhab. Namun 

 
38 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh, IV: 495-499. 
39 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, hlm. 214-215. 
40 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 822-823. 
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ada empat hal yang menjadi kesamaan di antara mazhab-mazhab 

tersebut. Pertama, anak dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta, 

tidak atau kurang berakal serta tidak mampu bekerja. Kedua, anak 

berstatus merdeka. Ketiga, ayah mampu dalam menafkahi.41 

Menurut Mustafa Dieb Bigha, syarat wajib nafkah untuk anak ada 

empat. Pertama, orang tua dalam keadaan berkecukupan. Kedua, anak 

belum dewasa dan fakir. Ketiga, anak tidak kuat bekerja. Keempat, anak 

tidak sehat akalnya.42 

4. Kadar Nafkah untuk Istri 

Sayyid Sabiq berpendapat : 

أي المتعارف بين كل جهة    ,إن النفقة تقدر بكفاية المرأة مع التقييد بالمعروف 
أهلها عَل  الغالب  هو  ما  والأمكنة    ,باعتبار  الأزمنة  باختلٗف  يختلف  وهذا 

 والأشخاص  والأحوال
Besaran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri dengan mengacu 

kepada asas kepatutan. Maksudnya, sesuai dengan kepatutan yang 

umum yang diketahui di antara masing-masing pihak dengan 

pertimbangan bahwa itulah yang terjadi secara umum dalam 

keluarganya. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, 

tempat, keadaan, dan masing-masing orang yang bersangkutan.43 

 

Kemudian beliau menegaskan : 

س المراد تفويض أمر ذلك إلى من لَ النفقة وأنه يأخذ ذلك بنفسه حتى يرد  ولي
بل المراد تسليم ما يكفي  ما أورده السائل من خشية السرف في بعض الأحوال  

 عَل وجه لَ سرف فيه بعد تبيين مقدار ما يكفي باخبار المخبرين 
Yang dimaksud bukan berarti penentuan hal tersebut diserahkan 

kepada pihak yang ditanggung nafkahnya (istri) dan dia 

 
41 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh, IV: 511-513. 
42 Mustafa Dieb Bigha, Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i, (Semarang: Cahaya Indah, 1986), 

hlm. 296. 
43 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah II: 151. 
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mengambilnya sendiri, hingga pada kondisi si pemberi nafkah 

menolak apa yang dikehendakinya karena khawatir terhadap sikap 

berlebihan. Akan tetapi, maksudnya adalah menyerahkan kebutuhan 

secukupnya tanpa ada unsur berlebihan padanya setelah ada 

penjelasan mengenai besaran kebutuhan yang mencukupi dari 

kalangan yang berkompeten.44 

 

Istri tidak diperbolehkan untuk membebani suami dengan menuntut 

nafkah di atas batas kewajaran. Kadar nafkah harus tetap sesuai dengan 

ukuran kewajaran yang berlaku di waktu, tempat, dan keadaan mereka 

berada. Ukuran kewajaran tersebut ialah berdasarkan dengan keterangan 

dari para ahli, dalam hal ini adalah para ulama dan hakim. 

Dari perkatan Sayyid Sabiq tersebut, maka beliau berpendapat bahwa 

kadar kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya adalah 

disesuaikan dengan kepatutan atau kewajaran yang berlaku umum di waktu, 

tempat, dan keadaan mereka berada. Kadar kepatutan dan kewajaran 

tersebut diperoleh dari keterangan para ulama dan hakim. 

Kemudian beliau menjelaskan tentang ketentuan kadar nafkah ketika 

ekonomi suami sedang memburuk : 

طلب تخفيض    كَن للزوج الحق في   حالة الزوج المالية إلى ما هو أسوأ   إذا تغيرت 
 النفقة 

Jika keadaan ekonomi suami memburuk, maka suami berhak untuk 

meminta pengurangan nafkah.45 

 

Abdurrahman al-Jaziri membuat rangkuman tentang kadar nafkah 

seperti berikut :46 

 
44 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah II: 152. 
45 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, II: 155. 
46 Abdurrahman al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh, IV: 493-494. 
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تقدر النفقة بحسب حالهما معا بمعنى أنها تجب    :الرأي الأول    :للحنفية رأيان  
الوسط الثاني    .لها نفقة  أن الثاني هو  اعتبار حال    :الرأي  الزوج فقط ولَ يخفي 

 وحيث كَن صحيحا فينبغي الأخذ به  المنضبط في باب الأحكام

Hanafiyah memiliki dua pendapat. Pertama, nafkah disesuaikan 

dengan kondisi suami istri. Kedua, mengacu pada kondisi suami saja. 

Pendapat kedua lebih sesuai dengan hukum. Karena pendapat ini 

sesuai dengan hukum, maka harus dipraktikkan. 

 

 ينظر في تقدير النفقة إلى حال الزوجين معا  :المالكية قالوا 

Malikiyah berpendapat bahwa kadar nafkah disesuaikan dengan 

kondisi suami istri. 

 

وأما المسكن    فأما الإطعام والكسوة فيقدران بحسب حال الزوج:  الشافعية قالوا  
 فيفرض لها بحسب حالها هي لَ بحسب حالَ هو 

Syafi’iyyah berpendapat: untuk makanan dan pakaian, keduanya 

diukur berdasarkan kondisi suami. Adapun tempat tinggal, ukurannya 

didasarkan pada kondisi istri. 

 

 أن المعتبر حال الزوجين معا   :الحنابلة قالوا 
Hanabilah berpendapat bahwa standar nafkah mengacu pada kondisi 

suami istri secara bersamaan. 

 

Dengan demikian, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah sepakat 

bahwa yang menjadi acuan dalam penentuan kadar nafkah adalah kondisi 

suami istri. Namun, Abdurrahman al-Jaziri berdasarkan keterangan di atas 

mengatakan bahwa pendapat kedua Hanafiyah ialah lebih sesuai dengan 

hukum, sehingga harus dipraktikkan. Oleh karena itu, beliau mentarjih 

pendapat tersebut, yakni kadar nafkah mengacu pada kondisi suami saja. 

Bila suami kaya, suami wajib memberikan nafkah seperti nafkah orang 

kaya. Bila suami miskin, suami wajib memberi nafkah seperti nafkah orang 

miskin. Bila sedang, maka nafkah yang diberikan juga sedang. Hal tersebut 

sama saja, baik dalam keadaan normal maupun sulit. 
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Abdul Jalil Ahmad Ali berpendapat : 

موسرا فرض لها نفقة  فإن كَن الزوج  حال الزوج يسرا أو عسرا وتوسطا بينهما  
اليسار وإن كَن معسرا فرض لها نفقة الإعسار وإن كَن متوسط الحال فرض لها  

 نفقة الوسط بين اليسار والإعسار 
Kadar nafkah ditentukan berdasarkan pada keadaan suami, baik kaya, 

miskin, maupun sedang. Kalau suami kaya, maka suami wajib 

memberikan nafkah seperti nafkah orang kaya. Bila suami miskin, 

suami wajib memberi nafkah seperti nafkah orang miskin. Bila 

berekonomi sedang, maka nafkah yang diberikan juga sedang.47 

 

لما كَنت النفقة تفرض لحاجيات الزوجة وكفايتها في المعيشة فإنه يجب أن يراعى  
 عند تقدير نفقة الزوجة حال الأسعار في الأسواق ارتفاعا وانخفاضا 

Diwajibkannya nafkah adalah karena untuk memeuhi kebutuhan-

kebutuhan istri dan untuk mencukupinya dalam urusan penghidupan. 

Oleh karena itu, maka harus memperhatikan kondisi naik turunnya 

harga di pasar ketika menentukan kadar nafkah untuk istri.48 

 

Menurut beliau, selain disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami, 

kadar nafkah untuk istri juga disesuaikan dengan harga-harga di pasar, 

begitu juga kebutuhan lainnya. Sehingga apabila harga pasar sedang naik, 

maka suami harus menambah nafkahnya, dan apabila harga pasar turun, 

maka suami boleh mengurangi nafkahnya. Itu semua disesuaikan dengan 

kondisi ekonomi suami, baik dalam keadaan normal ataupun sulit. 

5. Kadar Nafkah untuk Anak 

Abdul Jalil Ahmad Ali berpendapat : 

أبيهم حسب ما يراه القاضي مراعيا حال الأب من   تقدر نفقة الأولَد الصغار عَل 
 ة الحاجة وي المعيشة وغلٗء الأسعار ومراعا مستوارتفاع حيث يساره 

 
47 Abdul Jalil Ahmad Ali, Ahkam Al-Usrah fi As-Syari’ti Al-Islamiyyah, (Aleksandria: Al-

Isy’a’, 2001), hlm. 69. 
48 Abdul Jalil Ahmad Ali, Ahkam Al-Usrah, hlm. 69. 
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 Nafkah untuk anak yang masih kecil diwajibkan atas ayah dengan 

mempertimbangkan pendapat hakim terhadap kondisi ekonominya, 

baik dari segi kelapangannya, taraf standar hidupnya, tingginya harga-

harga dan mempertimbangkan kebutuhan.49 

 

Kadar kewajiban nafkah ayah untuk anaknya ialah disesuaikan dengan 

pertimbangan dan ketentuan dari hakim, baik dalam keadaan normal 

maupun sulit. Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan kondisi 

ekonomi si ayah, taraf standar hidup bagi si anak, serta harga-harga 

kebutuhan yang sewajarnya bagi si anak. 

Sayyid Sabiq berpendapat : 

المعسر عَل والده    وكما تجب النفقة عَل الولد الموسر لوالده المعسر فإنها تجب للولد
إذا   :قال أحمد  . (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف  ) :لهند  صلى الله عليه وسلمالموسر لقله  

عن أبيه إذا لم يكن لَ كسب ولَ   بلغ الولد معسرا أو لَ حرفة لَ لَ تسقط نفقته 
 مال

Sebagaimana nafkah merupakan kewajiban anak yang kaya kepada 

orangtuanya yang miskin, maka nafkah juga merupakan kewajiban 

orang tua yang kaya kepada anaknya yang miskin. Ini berdasarkan 

sabda Rasulullah SAW kepada Hindun: “Ambillah yang 

mencukupimu dan anakmu dengan sepantasnya”. Ahmad berkata: 

“Jika anak miskin atau tidak memiliki mata pencaharian, maka nafkah 

baginya tidak gugur dari ayahnya jika dia memang tidak memiliki 

penghasilan dan harta”.50 

 

Sama seperti pendapat beliau tentang kadar nafkah untuk istri, kadar 

nafkah untuk anak tidak diperbolehkan melebihi batas kewajaran. Kadar 

nafkah harus tetap sesuai dengan ukuran kewajaran yang berlaku di waktu, 

tempat, dan keadaan mereka berada. Ukuran kewajaran tersebut ialah 

 
49 Abdul Jalil Ahmad Ali, Ahkam Al-Usrah, hlm. 142. 

 50 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, (Beirut: Darul Fikri, 1983),  III: 402. 
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berdasarkan dengan keterangan dari para ahli, dalam hal ini adalah para 

ulama dan hakim. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah 

kepada anak terdapat dalam Pasal 80 dan Pasal 104. Dalam Pasal 80, 

seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung biaya rumah 

tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta 

biaya pendidikan bagi anak.51 Sebagaimana Pasal 104 menyatakan bahwa 

semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. 

Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan 

kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau 

walinya.52 Selanjutnya, dalam Undang Undang Perlindungan Anak Pasal 26 

tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua 

dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Dengan demikian, 

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak 

menetapkan orang tua sebagai penanggungjawab utama yang berkewajiban 

untuk memenuhi nafkah anak. 

Ulama sepakat bahwa nafkah anak ditentukan dengan ukuran 

kecukupan, baik dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, 

maupun ASI jika masih menyusu sesuai dengan keadaan ekonomi 

penanggung dan keadaan ekonomi negara. Semua kebutuhan tersebut 

 
51 Kemenag, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Bimas Islam RI, 2018), hlm. 

42. 
52 Kemenag, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 52. 
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termasuk kebutuhan, jadi ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan. Jika si anak membutuhkan pembantu, maka orang tua atau ayah 

harus menyediakannya karena hal itu termasuk dalam kategori kebutuhan.53 

 

B. Gambaran Umum tentang Pandemi Covid-19 

1. Pengertian Pandemi Covid-19 

Menurut KBBI, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di 

mana-mana meliputi daerah geografis yang luas.54. World Health 

Organization (WHO) mendefinisikan pandemi sebagai situasi ketika 

populasi seluruh dunia ada kemungkinan akan terkena infeksi suatu 

penyakit dan berpotensi sebagian dari mereka akan terkena penyakit 

tersebut. Pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan 

penyakit atau jumlah korban; akan tetapi, pandemi berhubungan dengan 

penyebaran secara geografis.55 Masih menurut WHO, pandemi adalah 

peningkatan penularan penyakit dan sebaran virus yang terjadi secara tiba-

tiba dan telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya 

mempengaruhi orang dalam jumlah yang sangat besar.56 

Wabah sendiri menurut KBBI adalah penyakit menular yang 

berjangkit dengan cepat dan menyerang sejumlah besar orang di daerah 

 
53 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 828. 
54 Depdikbud, Kamus Besar,  hlm. 876. 
55 Puti Yasmin, “Ini Arti Pandemi yang WHO Tetapkan untuk Virus Corona”, 

news.detik.com, diakses 22 Desember 2021.   
56 Loren Elliott, “Arti Hiperendemi, Perbedaan dari Endemi dan Pandemi”, 

cnnindonesia.com, dikases pada 22 Desember 2021. 
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yang luas.57 Wabah ialah penyebaran penyakit di masyarakat dengan jumlah 

orang terjangkit lebih banyak dari biasanya pada komunitas atau musim 

tertentu. Wabah dapat terjadi secara terus-menerus, mulai hitungan hari 

hingga tahun. Wabah tidak hanya terjadi pada suatu wilayah, tetapi bisa 

menyebar ke wilayah lain, bahkan negara lain. Suatu penyakit dapat 

dinyatakan sebagai wabah apabila penyakit tersebut sudah lama tidak 

terjangkit di masyarakat, muncul sebagai penyakit baru yang tidak pernah 

diketahui sebelumnya, dan baru pertama kali menjangkiti masyarakat suatu 

daerah.58 

Virus corona atau dikenal juga dengan nama Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan virus baru 

yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit. Virus ini 

umumnya dikenal sebagai Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan hal 

yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan pernapasan. 

Penderita akan menurun fungsi paru-parunya setelah melewati serangkaian 

pemulihan. Selain paru-paru, ginjal juga bisa terdampak, sebagian penderita 

Covid-19 mengalami gangguan pada ginjal. Pasien Covid-19 juga 

cenderung turun fungsi penyaringan pada ginjalnya, serta penyakit ginjal 

akut juga bisa menjadi masalah lain yang akan diderita oleh orang yang 

 
57 Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, kbbi.web.id, diakses pada 22 

Desember 2021. 
58 Rohadatul Ais, Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19, (Tangerang: Makmood 

Publishing, 2020), hlm. 33. 
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terinfeksi Covid-19. Pada sistem saraf juga bisa terserang akibat infeksi dari 

Covid-19, virus ini dapat menyerang sistem pada saraf pusat.59 

Mengingat Covid-19 ini adalah wabah, maka penyakit ini dapat 

menular, bahkan dengan tempo yang cepat. Penularan Covid-19 terbagi 

kedalam beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut : 

a. Kontak dan droplet; penularan Covid-19 terjadi melalui kontak langsung, 

tidak langsung maupun kontak erat dengan orang yang terjangkit Covid-

19 melalui air liur dan droplet yang keluar dari orang dengan Covid-19 

pada saat sedang berbicara, bernyanyi, batuk dan aktivitas lainnya. 

Penularan melalui droplet dapat terjadi pada jarak kurang lebih 1 meter. 

b. Udara; penularan melalui udara didefinisikan sebagai agen infeksius 

yang diakibatkan oleh penyebaran droplet yang melayang dan masih 

dalam keadaan infeksius dan dapat bergerak hingga jauh. 

c. Fomit, ialah penularan yang disebabkan oleh kontaminasi permukaan 

dan benda yang terkena droplet dari orang yang terjangkit Covid-19.60 

Covid-19 ini awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan,  China pada 

penghujung tahun 2019.61 Diawali dengan penemuan kasus pertama di 

Wuhan, China, lalu makin menyebar ke daerah lain bahkan keseluruh 

penjuru dunia. Kasus Covid-19 makin hari mengalami peningkatan angka 

 
59 Idah Wahidah, dkk., “Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan 

Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan”, Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO) Vol. 

11 No. 3, (Desember 2020), hlm. 183. 
60 Arianda Aditia, “COVID-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, 

Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko dan Pencegahan”, Jurnal Penelitian Perawat Profesional Vol. 
3 No. 4, (November 2021): 655. 

61 Idah Wahidah, dkk., Pandemik Covid-19, hlm. 184. 
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positif dari hampir seluruh negara, tercatat hingga November 2021, terdapat 

lebih dari 205 juta kasus positif dengan 4,33 juta korban meninggal dunia. 

Kasus pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan terjadi di Depok pada 

tanggal 2 Maret 2020. Hingga saat ini kasus positif di Indonesia mencapai 

3,75 juta dan 112.000 korban meninggal.62 

Covid-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan, oleh karena itu 

pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas. Di antara beberapa 

upaya pencegahan Covid-19 adalah sebagai berikut : 

a. Vaksin; Salah satu upaya yang sedang dikembangkan adalah penyebaran 

pemberian vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat guna membuat 

imunitas dan mencegah transmisi. 

b. Deteksi dini dan isolasi; Seluruh individu yang memenuhi kriteria suspek 

atau pernah berkontak dengan pasien yang positif Covid-19 harus segera 

berobat ke fasilitas kesehatan. Bagi kelompok risiko tinggi, 

direkomendasikan untuk memberhentikan seluruh aktivitas selama 14 

hari, pemeriksaan infeksi dan isolasi. Pada kelompok risiko rendah, 

dihimbau melaksanakan pemantuan mandiri setiap harinya terhadap 

suhu dan gejala pernapasan selama 14 hari dan mencari bantuan jika 

keluhan memberat. Pada tingkat masyarakat, usaha pencegahan meliputi 

pembatasan berpergian dan kumpul massa pada acara besar (social 

distancing). 

 
62 Arianda Aditia, COVID-19: Epidemiologi,  hlm. 655. 
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c. Melakukan proteksi dasar; yang terdiri dari cuci tangan secara rutin 

dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang 

memiliki gejala batuk atau bersin, melakukan etika batuk atau bersin, dan 

berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai gejala. 

d. Alat pelindung diri (APD); merupakan salah satu metode efektif 

pencegahan penularan selama penggunannya rasional. Komponen APD 

terdiri atas sarung tangan, masker wajah, kacamata pelindung atau face 

shield, dan gaun nonsteril lengan panjang.63 

Secara garis besar, Pemerintah telah melakukan berbagai strategi 

dalam menghambat penambahan kasus positif Covid-19 baru. Adapun 

strategi-strategi yang diberlakukan oleh Pemerintah di Indonesia terbagi 

menjadi tiga dalam hal kesehatan yaitu dalam bentuk promotif, preventif 

dan kuratif untuk penanganan penyebaran Covid-19 dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

a. Strategi Promotif 

Pemerintah secara proaktif mengajak warga negara untuk meningkatkan 

imunitas guna mempersiapkan kondisi tubuh untuk menghadapi virus 

Covid-19 ini. Berbagai sumber merilis upaya-upaya apa saja yang bisa 

dilakukan oleh masyarakat dalam memperbaiki daya tahan tubuh 

terhadap infeksi saluran napas. Selain itu, Pemerintah juga mengimbau 

warga negara untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

 
63 Adityo Susilo, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, Jurnal Penyakit 

Dalam Indonesia Vol. 7 No. 1, (Maret 2020): 60-61. 
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b. Strategi Preventif 

Presiden mendirikan gugus tugas khusus percepatan penanganan Covid-

19 yang difungsikan sebagai juru teknis penanganan pandemi Covid-19 

dan dukungan penuh dari seluruh aspek pertahanan. Dikala negara lain 

menerapkan karantina wilayah, Pemerintah Indonesia melalui 

menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam 

rangka percepatan penanganan Covid-19 dan sebelumnya menerapkan 

social distancing serta physical distancing bagi masyarakat. PSBB 

merupakan suatu langkah yang cukup strategis untuk diambil oleh 

Pemerintah dengan bertujuan menekan laju dari penularan Covid-19. 

Individu yang merasa pernah ada kontak dengan pasien yang dinyatakan 

positif Covid-19 juga harus memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan 

yang nantinya dilakukan serangkaian tes. 

c. Strategi Kuratif 

Ada beberapa pengobatan yang diberikan kepada pasien Covid-19 

contohnya adalah dengan pemberian obat yang dahulu pernah dipakai 

untuk wabah sebelum penyakit Sars-CoV2 seperti obat oseltamivir untuk 

wabah flu burung. Bagi pasien Covid-19 yang menderita pneumonia 

dilakukan intervensi medis berupa pemberian antibiotik dan juga mereka 

diminta mengonsumsi vitamin C dengan dosis tinggi di bawah 

pengawasan dokter. Apabila pasien menderita gangguan pada hati akan 

diberikan hepatoprotector yang merupakan senyawa obat yang dapat 

memproteksi hati dari kerusakan akibat virus. Penggunaan obat yang 
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sedianya digunakan untuk penyakit tertentu dan sekarang dipakai untuk 

penyakit lain merupakan hal yang lumrah di dunia medis, istilahnya 

dikenal sebagai repurposing drug.64 

2. Dampak Pandemi Covid-19  

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak 

Covid-19 menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia, tidak 

terkecuali Indonesia. Ketika Covid-19 mulai merebak di Indonesia, 

Presiden menerbitkan Peraturan Perintah Pengganti Undang-undang 

(PerPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona.65 

Terkait dampak pada sektor ketenagakerjaan, Organisasi 

Ketenagakerjaan Internasional (ILO) menguraikan beberapa hal penting 

menyangkut dampak Covid-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan seluruh 

dunia. Pertama, kebijakan karantina wilayah di berbagai negara berdampak 

pada 2,7 miliar pekerja. Kedua, kontraksi ekonomi secara langsung 

mempengaruhi penyempitan lapangan kerja. Ketiga, perhitungan total 

kehilangan pekerjaan tergantung pada bagaimana Pemerintah masing-

masing negara mengantisipasinya, serta penemuan obat dan vaksin. 

Keempat, ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang 

mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja, seperti sektor 

perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. Kelima, di 

 
64 Idah Wahidah, dkk., Pandemik Covid-19, hlm. 183-185. 
65 Muhyiddin, “Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, The 

Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2, (Juni 2020): 242. 
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negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, sektor yang terkena 

dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dan 

tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal. 

Keenam, pekerja di sektor kesehatan sangat rentan terhadap paparan risiko 

kesehatan dan risiko ekonomi. Ketujuh, respon kebijakan harus diarahkan 

ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk 

melindungi mata pencaharian.66 

Tekanan untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah dan PSBB 

dipastikan akan meningkat, yang berarti ketidakpastian ekonomi akan 

cenderung naik dan membuat pelambatan ekonomi baik secara gradual 

maupun drastis. Semua negara akan berhadapan dengan kondisi dimana 

pendapatan negara turun, tetapi di sisi lain negara membutuhkan 

peningkatan pengeluaran yang sangat tinggi untuk berbagai kebutuhan 

penanganan Covid-19. Saat ini, Indonesia menghadapi masa sulit dengan 

tingkat ketidakpastian yang belum bisa diprediksi. Perekonomian global dan 

nasional dipastikan melambat signifikan. Kondisi ini juga seiring dengan 

semakin banyak daerah yang menerapkan kebijakan PSBB. Kegiatan dunia 

usaha juga akan menurun sehingga berpotensi meningkatkan kasus 

pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja. Sebagai solusi 

jangka pendek, untuk memperkecil tekanan, Pemerintah mempercepat 

pencairan bantuan sosial secara bertahap. Stimulus bagi dunia usaha juga 

diperluas dan diberlakukan demi untuk mencegah kebangkrutan, terkhusus 

 
66 Muhyiddin, Covid-19, New Normal, hlm. 244-245. 
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usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Stimulus ekonomi juga akan 

diarahkan untuk mendukung penduduk rentan miskin yang di atas 20 persen 

dan pengusaha menengah ke bawah.67 

Covid-19 juga berdampak signifikan terhadap keuangan keluarga. 

Rumah tangga di semua kelompok pendapatan, mulai dari yang termiskin 

hingga yang terkaya, mengalami penurunan pendapatan. Banyak rumah 

tangga yang sebelumnya memiliki pendapatan yang aman secara ekonomi 

menjadi miskin atau berisiko menjadi miskin. Selain pendapatan yang 

menurun, banyak rumah tangga yang pengeluarannya malah meningkat. Hal 

itu disebabkan oleh kenaikan harga untuk bahan pangan, kebutuhan pokok, 

dan biaya komunikasi.68 

Para pencari nafkah utama di sebagian besar rumah tangga tetap 

bekerja, tetapi sebagian bekerja dalam waktu yang lebih singkat dan dengan 

penghasilan yang lebih kecil. Beberapa dari pencari nafkah utama berganti 

pekerjaan. Hampir separuh dari pencari nafkah yang berpindah pekerjaan 

beralih dari pekerjaan sebagai tenaga kerja yang menerima gaji di bidang 

formal ke pekerjaan yang kurang terjamin di bidang informal. Separuh dari 

rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan sebagai sandaran, 

sehingga beberapa dari mereka ada yang menggadaikan harta benda dan 

meminjam uang untuk bertahan hidup.69 

 
67 Muhyiddin, Covid-19, New Normal, hlm. 245-246. 
68 UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU,  “Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi 

COVID-19 pada Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia”,  (Jakarta: 
t.p., 2021), hlm. 18. 

69 UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, Analisis Dampak, hlm. 20-21. 



37 
 

 

Usaha kecil merupakan sumber pendapatan yang penting bagi banyak rumah 

tangga dan hampir semua usaha ini terdampak oleh pandemi. Bahkan sebelum 

pandemi, sebagian besar usaha rumah tangga merupakan unit usaha berskala 

kecil, yang seringkali mempekerjakan anggota keluarga tanpa dibayar. 

Usaha mikro dan kecil berperan penting bagi pekerjaan dan pendapatan bagi 

rumah tangga di bidang informal. Karena usaha mikro dan kecil relatif 

mudah untuk dimulai dan ditutup, banyak orang mencari nafkah dengan 

menjalankan usaha informal mikro, terutama pada masa krisis ketika 

ekonomi formal menyusut. Sebagian besar dari mereka yang menjalankan 

atau bekerja di usaha informal ini menghadapi kondisi kerja yang rentan, 

tanpa perlindungan sosial dan sering kali dengan perlindungan kesehatan 

dan keselamatan yang buruk. Mereka biasanya memiliki produktivitas yang 

rendah, tabungan dan investasi yang rendah, dan modal yang lebih kecil. 

Kondisi tersebut membuat usaha skala kecil rentan terhadap 

guncangan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk 

mengurangi kegiatan di luar rumah yang sedang berjalan untuk mencegah 

penyebaran Covid-19. Keluhan utama adalah pelanggan yang lebih sedikit, 

pendapatan yang lebih rendah, dan biaya yang lebih tinggi. Salah satu alasan penutupan 

sebagian besar usaha adalah bahwa usaha ini, terutama yang terpusat di bidang 

perdagangan ritel, restoran dan akomodasi, yang paling terpukul oleh pembatasan sosial 

yang diberlakukan untuk membatasi penyebaran virus.70 

Ekonomi keluarga memiliki peranan penting bagi perekonomian 

secara makro, karena dari ekonomi keluarga perputaran uang dapat berjalan 

 
70 UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU, Analisis Dampak, hlm. 22-23. 
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dengan lancar. Akibat Covid-19, kegiatan ekonomi menurun dan 

pengurangan tenaga kerja semakin meningkat. Banyak kepala rumah tangga 

yang tidak lagi mempunyai pekerjaan dan pendapatan. Bantuan Pemerintah 

terbatas, sedangkan setelah itu, keluarga kembali harus dapat bertahan di 

saat pandemi ini. Keluarga harus memulai kembali untuk memperoleh 

pendapatan, Hanya saja, untuk memulai pekerjaan mereka kembali dan 

untuk memperbaiki ekonomi keluarga menjadi hal yang tidak mudah. 

Banyak kendala dihadapi, antara lain perlu modal kembali, adanya 

kepercayaan mitra, pemasaran di saat pandemi dan sebagainya. Ketahanan 

ekonomi keluarga dipahami sebagai keadaan dinamis suatu keluarga 

mengenai kegigihan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, 

ancaman, dan hambatan serta gangguan, baik dari eksternal maupun dari 

internal, secara langsung maupun tidak. Sebagai unit terkecil dari sebuah 

negara, keluarga dengan ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan 

dasar ekonomi negara yang kuat pula.71 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 Dessy Maulina, “Ketahanan Ekonomi Keluarga di Saat Pandemi Covid-19”, 

iesp.ulm.ac.id, diakses 23 Desember 2021. 



39 
 

 

BAB III 

BIOGRAFI WAHBAH AZ-ZUHAILI 

A. Latar Belakang Keluarga 

Nama lengkap dari Wahbah az-Zuhaili adalah Wahbah Musthafa az-

Zuhaili, namun biasa dipanggil dengan Wahbah Zuhaili. Beliau dilahirkan di 

desa Dir ‘Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Suriah pada 6 Maret 1932 

M/1351 H dan wafat pada 8 Agustus 2015 di Damaskus, Suriah pada usia 83 

tahun. Beliau adalah seorang intelektual muslim berkebangsaan Suriah. 

Ayahnya bernama Syaikh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang terkenal 

kesalehan dan ketakwaannya serta hafal al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam 

kesehariannya, beliau selalu memegang teguh al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta 

hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan Ibunya bernama 

Fathimah Binti Musthafa Sa'dah, seorang perempuan yang berpegang teguh 

dengan syari’at Islam.72 

B. Riwayat Pendidikan Wahbah az-Zuahili 

Di bawah bimbingan ayahnya, Wahbah mengenyam dasar-dasar agama 

Islam. Setelah itu, beliau bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya 

hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Gelar sarjana diraihnya pada 

tahun 1953 M di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Kemudian beliau 

melanjutkan di Fakultas Syariah dan bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan 

 
72 Abdul Malik, “Studi Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Hasil 

Investasi Properti Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu”, Skripsi (Semarang: Universitas 

Wahid Hasyim Semarang, 2018), hlm. 39. 
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Fakultas Syariah di Universitas Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. 

Ketika itu, Wahbah az-Zuhaili memperoleh tiga ijazah antara lain :  

1. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956.  

2. Ijazah Takhassus pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-

Azhar pada tahun 1957.  

3. Ijazah B.A dari Fakultas Syariah Universitas Ain Syam pada tahun 1957.  

Setelah mendapatkan tiga ijazah, beliau meneruskan jenjang 

pendidikannya ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo, yang ditempuh 

selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A. Beliau lalu melanjutkan 

pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan 

peringkat terbaik summa cum laude (Martabat asy-Syaraf al-Ula).73 

Beliau  juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran 

pelajar dari universitas-universitas di benua Eropa. Setelah memperoleh ijazah 

Doktor pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di fakultas Syariah 

Universitas Damaskus dan secara berturut–turut menjadi wakil dekan, 

kemudian dekan dan ketua jurusan Fiqh al-Islāmi wa Madzāhibih di fakultas 

yang sama. Beliau mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim 

dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.74 

Setelah itu, gelar profesor disandangnya pada tahun 1975. Beliau sebagai 

guru besar, juga sering menjadi dosen tamu pada sejumlah univesritas di 

negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas 

 
73 Achmad Zayadi, Menuju Islam Moderat, (Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018),  hlm. 18. 
74 Moch. Yunus, ”Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili”, Jurnal Humanistika 

Vol. 4 No. 2 (Juni, 2018): 58-59. 
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Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, 

Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di 

Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.  

Beliau juga sering menghadiri berbagai seminar internasional dan 

mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara 

Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia, khususnya Nahdlatul Ulama. Beliau 

juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli 

pada berbagai lembaga riset fiqih dan peradaban Islam di Suriah, Yordania, 

Arab Saudi, Sudan, India dan Amerika.75 

 

C. Guru-guru Wahbah az-Zuhaili 

Ketika seseorang menjadi tokoh dalam dunia keilmuan, kemudian 

memiliki prestasi tinggi yang gemilang, tentunya karena adanya andil dari guru 

yang sudah mengajar dan membimbingnya. Demikian juga halnya dengan 

Wahbah az-Zuhaili, beliau menguasai berbagai disiplin keilmuan karena 

banyaknya para syeikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya.  

Di antara guru-guru Wahbah az-Zuhaili ialah: 76 

1. Dalam bidang hadits, beliau berguru kepada Syaikh Muhammad Hashim al-

Khatib al-Syafi 

2. Dalam bidang teologi, beliau berguru kepada Syaikh Muhammad al-

Rankusi  

 
75 Abdul Malik, Studi Analisis, hlm. 41. 
76 Saiful Amin Ghafur, Mozaik Mufasir Al-Qur’an, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 

2013),  hlm. 136. 
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3. Dalam bidang faraidh dan wakaf, beliau berguru kepada Syaikh Judat al-

Mardani dan Syaikh Hasan al-Shati 

4.  Dalam bidang ushul fiqih dan mustholah hadits, beliau berguru kepada 

Syaikh Muhammad Lutfi al-Fayumi, Syaikh Musthafa Abdul Khaliq, 

Syaikh Abdul Ghani, Syaikh Usman Marzuki, Syaikh Zhawahiri al-Syafi’i 

dan Syaikh Hasan Wahdan 

5. Dalam bidang tajwid, beliau berguru kepada Syaikh Ahmad al-Sanaq 

6. Dalam bidang tilawah, beliau berguru kepada Syaikh Hamdi Juwajawati 

7. Dalam bidang bahasa Arab, beliau berguru kepada Syaikh Abu al-Hasan al-

Qasab 

8. Dalam bidang tafsir, beliau berguru kepada Syaikh Hasan Jankah dan 

Syaikh Jankah al-Maidani 

9. Dalam bidang sastra dan Balaghah, beliau berguru kepada Syaikh Shalih 

Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Syaikh Ali Syamsudin dan Syaikh Subhi al-

Kharzan. 

10. Dalam bidang sejarah dan akhlak, beliau berguru kepada Syaikh Rasyid 

Syathi, Syaikh Hikmat Syathi dan Syaikh Madhim Mahmud Nasimi 

11. Dalam bidang fiqih perbandingan, beliau berguru kepada Syaikh Mahmud 

Syaltut, Syaikh Abdul Rahman Taj, Syaikh Isa Mannun, Syaikh Abu 

Zahrah, Syaikh Ali Khafif, Syaikh Muhammad al-Banna, Syaikh 

Muhammad Zafzaf, Syaikh Muhammad Salam Madkur, dan Syaikh Farj al-

Sanhuri 
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12. Dalam pemantapan di bidang fiqih Syafi’i, beliau berguru kepada Syaikh 

Jad al-Rabb Ramadhan, Syaikh Muhammad Hafiz Ghanim, Syaikh 

Muhammad Abdu Dayyin dan Syaikh Musthafa Mujahid 

 Masih banyak lagi guru-guru dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan 

seperti ilmu fisika, kimia, bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya. Perhatian 

beliau pada berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif 

dalam menimba ilmu, akan tetapi juga menjadikan beliau sebagai tempat 

merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan 

kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis 

ilmu seperti perkuliahan, majlis ta’lim, diskusi, ceramah, dan melalui media 

massa.77 

D. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili 

Wahbah az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis. Mulai dari diktat 

perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, sampai kitab-

kitab besar dan tebal. Bukan hanya itu, beliau juga menulis dalam masalah 

aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, 

dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan 

multidisiplinernya. 

Karya beliau di Bidang al-Qur’an dan 'Ulumul al-Qur’an antara lain ialah : 

1. At-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-'Aqi>dah wa asy-Syari>’ah wa al-Manhaj 

2. At-Tarti>l at-Tafsi>r al-Waji>z 'ala> Hamsy al-Qur’a >n al-'Az}i>m 

3. At-Tafsi>r al-Waji>z wa Mu'jam Ma’ani al-Qur’a >n al-'Azi>z 

 
77 Saiful Amin Ghafur, Mozaik Mufasir Al-Qur’an, hlm. 176. 
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Karya beliau di Bidang Fiqih dan Ushul Fiqih di antaranya ialah : 

1. Astar al-Harb fi> al-Fiqh al-Isla>mi 

2. Ushul al-Fiqh al-Isla>mi 1-2 

3. Al-Fiqh al-Isla>mi wa Adillatuhu al-Juz at-Ta>si' al-Mustadrak 

4. Al-Fiqh al-Isla>mi wa Adilatuhu (8 jilid) 

5. Al-Waji>z fi> Ushul al-Fiqh 

Karya beliau di bidang Hadits dan Ulumul Hadits antara lain ialah :  

1. Al-Muslimi>n as-Sunnah an-Nabawiyyah asy-Syari>fah 

2. Haqi>qatuha> wa Maka>natuha> 'inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah. 

Karya beliau di bidang Akidah Islam antara lain ialah : 

1. Al-I>ma>n bi al-Qada> wa al-Qadr 

2. Ushul Muqa>ranah Adya>n al-Bad'i al-Munkarah. 

Karya beliau di bidang Dira>sah Isla>miyyah antara lain ialah : 

1. Al-Khas}a>is} al-Kubra> li Huqu>q al-Insa>n fi> al-Isla>m wa Da'a>im ad-

Dimuqrathiyyah al-Isla>miyyah 

2. Ad-Da'wah al-Isla>miyyah wa Gairu al-Muslimi>n 

3. al-Manhaj wa al-Wasi>lah 

4. Tabsyi>r al-Muslimi>n li Gairihim bi al-Isla>mi 

5. Ahka>muhu wa D}awa>bit}uhu wa A>da>buhu 

6. al-Amn al-Gaza'i fi al-Isla>m 

7. al-Ima>m as-Suyu>t}i Mujaddid ad-Da'wah ila> al-Ijtiha>d 
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8. al-Isla>m wa al-Ima>n wa al-Ihsa>n 

9. al-Isla>m wa Tahdiya>t al-'Ashri 

10.  at-Tad}a>khum an-Naqdi min al-Wajhah asy-Syar'iyyah 

Dari sekian banyak karya beliau dalam bidang fiqih, Kitab al-Fiqh al-

Isla>mi wa Adillatuhu merupakan karya beliau yang sangat monumental. Di 

dalamnya berisi persoalan-persoalan fikih yang dibahas secara mendalam dan 

selalu melihat dari sudut pandang berbagai mazhab. Menariknya, meskipun 

berisi berbagai perspektif dalam menjawab setiap persoalan, beliau tidak 

pernah sama sekali dalam kitabnya memberikan kesimpulan bahwa salah satu 

pendapat adalah yang paling benar dan pendapat yang lain salah.78 

Kitab ini membahas aturan-aturan syariah islamiyah yang disandarkan 

kepada dalil-dalil yang shahih, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun akal. 

Kitab ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi 

fiqih dari empat mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinba>t} 

al-ahka>m) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (al-

Qur'an, as-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum 

dan semangat tasyri' yang otentik). 

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya terfokus pada satu mazhab 

tertentu. Buku ini lebih menekankan kepada metode perbandingan antara 

pendapat-pendapat dalam mazhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, 

Syafi'iyyah, dan Hanabilah), dan pada beberapa permasalahan juga dipaparkan 

 
78 Saief Alemdar, “Al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu Wahbah Az-Zuhaili: Kitab Fikih Paling 

Lengkap”, tarbawia.net., diakses 14 Desember 2021.   
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beberapa pendapat mazhab selain mazhab yang empat. Dalam memaparkan 

pendapat suatu mazhab, beliau berusaha untuk merujuk langsung kepada kitab-

kitab utama dalam mazhab tersebut. Kitab ini juga memerhatikan keshahihan 

hadits yang dijadikan dalil. Oleh sebab itu, setiap hadits yang dijadikan dalil 

oleh fuqaha akan di-takhri>j dan di-tahqi>q. 

Dari segi pembahasan hukum, buku ini membahas perbedaan-perbedaan 

hukum yang terdapat dalam setiap masalah fiqhiyyah dan membandingkan 

permasalahan yang ada dalam satu mazhab dengan mazhab lain. Keunggulan 

lain dari kitab ini adalah kitab ini lebih memfokuskan pada sisi praktikal. Oleh 

sebab itu, beliau tidak menyinggung masalah-masalah rekaan yang tidak 

mungkin terjadi, seperti masalah perbudakan karena hal itu sudah tidak relevan 

dengan kehidupan universal modern masa kini. Beliau juga akan menyebutkan 

pendapat yang rajih, terutama bila di antara pendapat tersebut ada yang 

bersandar kepada hadits dhaif, atau di saat satu pendapat mempunyai potensi 

lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Beliau juga 

berusaha untuk membahas beberapa permasalahan fiqih kontemporer.79 

Kitab al-Fiqh al-Isla>m Wa Adillatuhu telah banyak dicetak oleh banyak 

penerbit di berbagai negara. Salah satu terbitan yang populer di Indonesia 

adalah yang diterbitkan oleh Gema Insani yang terdiri dari 10 jilid. Rincian 

pembahasan perjilidnya ialah Jilid 1 berisi pengantar tentang ilmu fikih, tokoh-

tokoh mazhab fikih, niat, bersuci, dan shalat. Jilid 2 membahas tentang shalat 

 
79 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul hayyie al-Kattani dkk, 

(Jakarta: Gema Insani, 2011) , X: 21-22. 
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wajib, shalat sunnah, zikir setelah shalat, qunut dalam shalat, shalat jama’ah, 

shalat jama’ dan qashar. Jilid 3 membahas tentang puasa, i’tikaf, zakat, haji 

dan umrah. Jilid 4 membahas tentang sumpah, nadzar, hal-hal yang dibolehkan 

dan dilarang, kurban dan aqiqah, serta teori-teori fiqih. Jilid 5 membahas 

tentang hukum transaksi keuangan, transaksi jual beli asuransi, khiyar, macam-

macam akad jual beli dan akad penyewaan. Jilid 6 membahas tentang jaminan, 

pengalihan utang, gadai, paksaan dan kepemilikan. Jilid 7 membahas tentang 

sistem ekonomi islam, pasar keungan, hukum hadd zina, qadzaf dan pencurian. 

Jilid 8 membahas tentang jihad, pengadilan dan mekanisme mengambil 

keputusan, serta Pemerintahan dalam islam. Jilid 9 membahas tentang 

pernikahan, talak, khulu, meng-illa’ istri, li’an, zhihar dan masa iddah. Jilid 10 

membahas tentang hak-hak anak, wasiat, wakaf dan warisan.80 

E. Corak Pemikiran Wahbah az-Zuhaili  

Wahbah az-Zuhaili adalah seorang pemikir yang memiliki integritas 

keilmuan di beberapa bidang, khususnya bidang hukum Islam yang banyak 

dijadikan rujukan oleh kalangan akademis maupun masyarakat umum. 

Pemikiran az-Zuhaili berarah moderat, yang memadukan pemikiran salaf 

dengan khalaf dan pemikiran modern.81 

Beliau menyebutkan bahwa hukum yang ditetapkan Allah kepada 

hambanya merupakan syari'at dan ketetapan hukum yang konsisten dan 

kontekstual sesuai dengan peristiwa aktual, serta tidak ada perubahan dan 

 
80 Anonim, “Buku Fiqih Islam Wa Adilatuhu 1 Set 10 Jilid”, toko-muslim.com., diakses 14 

Desember 2021.   
81 Abdul Malik, Studi Analisis, hlm. 52. 
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perbedaan dari tatanan hukum yang telah baku. Termasuk syariat adalah upaya 

melakukan pembentukan kaidah hukum dan menempatkan hukum hukumnya 

secara proporsional serta menjelaskan tata cara pelaksanaanya. Menurut 

beliau, yang menetapkan pembentukan hukum syariat yang hakiki hanyalah 

Allah. Sehingga jika terdapat predikat al-musyarri' (pembentuk hukum syariat) 

ditujukan kepada seseorang yang ahli dalam bidang hukum syariat, maka kata 

tersebut merupakan ucapan maja>zi. Menurut beliau, jika terdapat undang-

undang positif yang dibentuk oleh manusia sesuai dengan 

hukum syari’at, maka harus diterima dengan segera; dan apabila bertentangan 

dengan hukum syari’at, maka harus ditolak dan haram untuk dilaksanakan.82 

Wahbah az-Zuhaili memiliki gagasan tentang pembaruan hukum 

syari’at. Yang dimaksud pembaruan dan ijtihad menurut beliau bukan berarti 

menjustifikasi adanya Islam kuno dan Islam baru. Menurutnya, ketika 

berbicara tentang Islam dan syariat, maka yang ada hanyalah Islam yang satu, 

baik di masa dahulu, kini dan akan datang. Beliau berpendapat bahwa Islam 

tidak menerima pembaruan dalam arti menghilangkan sebagian hukum syara' 

yang ada dan menggantikannya dengan hukum baru dengan alasan harus serasi 

dan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dan modernisasi. 

Beliau menekankan bahwa pembaruan yang dilakukan tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai syari'at Islam. Menurutnya, pintu ijtihad 

terbuka lebar bagi setiap orang yang memiliki keahlian yang didukung dengan 

 
82 Wahbah az-Zuhaili, Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban, terj. M. Thahir (Yogyakarta: 

Dinamika, 1996), hlm. 16-17. 
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kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa dan memiliki wawasan yang luas 

dalam menetapkan suatu produk hukum dengan dasar yang argumentatif dan 

penggalian sumber hukum yang otentik.83 

Corak terpenting metodologi Wahbah az-Zuhaili dalam setiap karyanya 

adalah metode ijtihadnya yang lebih mengarah pada taisi>r (memudahkan) 

dalam pemahaman dan praktik keagamaan. Metode ini akan dapat 

membebaskan dari belenggu mazhab tertentu (fanatik). Hal ini karena beliau 

merupakan ulama kontemporer yang sangat membenci fanatisme (ta'as}s}ub) 

mazhab.84 

Di antara keistimewaan corak pemikiran Wahbah az-Zuhaili, baik dalam 

segi penulisan, sistematika, maupun dalil-dalilnya dalam setiap karyanya 

adalah sebagai berikut: 

1. Menguraian syariat Islam yang didasarkan atas dalil yang benar dari al-

Qur’an, as-Sunnah, dan akal. 

2. Menekankan metode perbandingan antara pendapat-pendapat empat 

mazdhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah) dan kadang-

kadang dengan mazhab lain. 

3. Berupaya memperluas berbagai hukum fiqih mengenai persoalan pokok, 

menimbang asumsi-asumsi hukum fiqih dari setiap mazhab yang lain, 

sehingga terjadi sikap saling menghormati. 

 
83 Wahbah az-Zuhaili,  Al-Qur'an dan Paradigma, hlm. 78. 
84 Abdul Malik, Studi Analisis, hlm. 53. 
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4. menggunakan ungkapan yang sederhana dan mudah, dijelaskan dengan 

contoh, dan sistematika yang mudah dipahami oleh orang yang hidup pada 

abad ini. 

Jika beliau tidak melakukan tarji>h terhadap beberapa pendapat ulama, 

beliau lebih mengutamakan untuk mengamalkan pendapat mayoritas ulama, 

alasannya ialah dukungan para ulama terhadap satu pendapat dapat dijadikan 

alasan kuat dalam pentarji>han. Jika tidak menemukannya dalam beberapa 

pendapat ulama, beliau melakukan qiyas dengan mempertemukan masalah 

yang sedang dikajinya dengan masalah yang sudah mempunyai ketentuan 

hukum dari sumbernya yang mempunyai kesamaan ‘illat. Kemudian beliau 

menghukumi masalah yang dikajinya dengan hukum yang sama dengan masalah 

yang sudah mempunyai ketentuan hukum dari sumbernya. Selain dari itu, 

beliau juga menggunakan logika yang sesuai dengan aturan dalam hukum 

Islam. Namun demikian, beliau tidaklah berijtihad hanya dengan 

mengandalkan akal rasional belaka, akan tetapi selalu berdasarkan dalil naqli 

yang ada di dalam al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’, dan qiyas. Bahkan, dalam 

kitabnya yang berjudul Ushu>l al-Fiqh al-Isla>mi, beliau menyebutkan metode-

metode istinbath hukum ‘aqli yang tidak mencapai derajat muttafaq ‘alaih, 

seperti istihsa>n, mas}lahah mursalah, ‘urf, syar’u man qablana, maz|hab as}-

s}ahabi, saddu az|-z|ara’i, dan istis}hab.85 

 

 

 
 85 Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, (Damaskus: Darul Fikri, 1994), hlm. 8. 
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI 

A. Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Kadar Nafkah  

1. Kadar Nafkah untuk Istri 

الطعام والإدام والكسوة وآلة التنظيف ومتاع :  هي سبعة  الواجبة بالزوجية  الحقوق  
 البيت وخادم إن كَنت الزوجة ممن تخدم 

Hak-hak yang wajib berkaitan dengan istri ada tujuh macam: 

makanan, lauk, pakaian, alat pembersih, perabot rumah tangga, tempat 

tinggal, dan pembantu jika istri membutuhkan.86 

 

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa nafkah untuk istri meliputi 

makanan dan sejenisnya (meliputi lauk), pakaian, tempat tinggal, pembantu 

(jika dibutuhkan), dan perabot rumah tangga (meliputi alat pembersih) 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Makanan dan Sejenisnya 

Mengenai takaran nafkah makanan, terdapat perbedaan di kalangan 

ulama, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili berikut ini : 

تقدر بالكفاية  :قال الجمهور غير الشافعية   
Mayoritas ulama selain Syafi’iyyah berpendapat bahwa nafkah 

berupa makanan itu dikira-kirakan dengan kadar secukupnya.87 

 

و بحسب اختلٗف  أوتقدر نفقة الطعام بحسب الأعراف والعادات في كل بلد  
 الأمكنة والأزمنة والأحوال 

Kadar nafkah makanan disesuaikan dengan kebiasaan dan adat 

yang berlaku di masing- masing daerah, atau bisa juga berdasarkan 

perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.88 

 

 
 86 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 766. 

87 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 798. 
88 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 799. 
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Apabila kadar makanan dalam sehari yang menjadi kebiasaan di 

suatu daerah adalah tiga piring nasi beserta dengan lauk tahu tempe, 

maka itulah yang menjadi kadar wajib nafkah makanan yang harus 

dipenuhi oleh suami. Artinya, kadar tersebut adalah ukuran minimal yang 

harus diberikan suami dalam memberi makan istrinya. Namun apabila 

suami tidak mampu memberikannya, maka disesuaikan dengan 

kemampuan suami. 

Ulama Syafi'iyyah sendiri berpendapat bahwa nafkah makanan itu 

dapat ditimbang dengan biji-bijian sesuai dengan keadaan ekonomi 

masing-masing. Jika suami kaya, maka nafkahnya adalah dua mud per 

hari; jika miskin, maka nafkahnya adalah satu mud; dan jika berekonomi 

sedang, maka nafkahnya adalah satu mud setengah.89 

 والراجح لدي هو رأي الجمهور

Menurut saya, yang ra>jih adalah pendapat mayoritas ulama.90 

 

Pendapat yang ra>jih (kuat) menurut Wahbah az-Zuhaili adalah 

pendapat mayoritas ulama, yaitu kadar minimal wajib nafkah makanan 

untuk istri disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masing- masing 

daerah. Hal ini juga karena dalam hadits tentang Hindun, Rasulullah 

tidak menyebutkan jumlah atau bilangan, tetapi hanya membatasi dengan 

ketentuan cukup. Sehingga, kadar minimal nafkah makanan ditentukan 

lewat kebiasaan, bukan ukuran angka tertentu. 

 
89 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 799-800. 
90 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 800. 
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Kemudian Wahbah az-Zuhaili memberikan keterangan tambahan 

seperti berikut : 

الطعام والكسوة بحسب حال    :فعية  وذهب الحنفية والشا تقدر نفقة  أنه  الى 
 الزوج يسارا وإعسارا 

Ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa nafkah 

makanan dan pakaian ditentukan dari keadaan ekonomi suami, baik 

dalam keadaan mudah (normal) maupun sulit.91 

 

 وهذا القول هو الراجح لدي 
Pendapat inilah yang menurut saya yang lebih rajih.92 

 

Sehingga menurut beliau, baik dalam keadaan normal maupun 

sulit, kadar nafkah makanan untuk istri ditentukan sesuai dengan 

kemampuan ekonomi suami. 

b. Pakaian 

Dalam menentukan kadar nafkah pakaian, Wahbah az-Zuhaili 

berpatokan pada hadits tentang Hindun, yaitu bi al-ma’ru>f. Beliau 

memberikan penjelasan sebagai berikut : 

 والكسوة بالمعروف هي الكسوة التى جرت عادة أمثالها بلبسه 
Pakaian yang sesuai dengan ‘urf adalah pakaian yang sesuai 

dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat.93 

 

Sehingga nafkah pakaian yang wajib diberikan suami kepada 

istrinya menurut Wahbah az-Zuhaili adalah pakaian yang sesuai dengan 

yang biasa dipakai oleh masyarakat. 

 
91 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 801. 
92 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 801. 
93 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 802. 
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Adapun pakaian yang umum dipakai oleh masyarakat adalah 

qa>mis}, yaitu sepotong pakaian yang dapat menutup seluruh badan; 

kemudian celana, yaitu kain yang menutupi bagian bawah anggota badan 

dan menutup aurat; kemudian kerudung, yaitu kain yang menutup kepala; 

kemudian sandal atau sepatu, atau sejenisnya.94 

 هي مقدرة بالإتفاق حتى عند الشافعية بكفاية الزوجة 
Standar nafkah pakaian telah ditentukan oleh para ulama hingga 

ulama Syafi’iyyah sesuai dengan (keadaan ekonomi suami dalam 

memberi) kecukupan bagi istri.95 

 

Sama seperti makanan, kadar nafkah pakaian ditentukan sesuai 

dengan kemampuan ekonomi suami. Semisal jika kaya, maka pakaiannya 

dari bahan yang halus dan bagus; jika miskin, maka dari bahan yang 

kasar; dan yang berekonomi sedang juga sesuai dengan kesanggupannya. 

Yang penting ialah tidak kurang dari batas minimal nafkah pakaian wajib 

seperti yang sudah disebutkan di atas. 

c. Tempat Tinggal 

لقولَ تعالى  ملٗئما حالة الزوج المالية    ويكون المسكن كَلطعام والكسوة 
وجدكم    )  : من  سكنتم  حيث  من  سعتكم    (أسكنوهن  بحسب  أي 

 وقدرتكم المالية  

Nafkah berupa tempat tinggal, makanan dan pakaian dipenuhi 

sesuai dengan keadaan ekonomi suami, karena Firman Allah SWT: 

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu. Maksudnya ialah sesuai dengan 

kemampuan ekonomi kalian.96 

 
94 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 802-803. 
95 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 802. 
96 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 803. 
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Dari keterangan tersebut, maka Wahbah az-Zuhaili berpendapat 

bahwa ukuran nafkah tempat tinggal untuk istri adalah sesuai dan setara 

dengan level tempat tinggal suami. Suami tidak boleh menempatkan 

istrinya di tempat yang berbeda keadaannya dengan tempat suami, 

walaupun mereka satu rumah. Nafkah tempat tinggal untuk istri juga 

disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami. Oleh karenanya, apabila 

suami kaya, maka hendaknya memiliki rumah sendiri; bila miskin, maka 

menyewa; dan bila berekonomi sedang, maka disesuaikan dengan 

kesanggupannya. 

الضرورية   المرافق  المسكن مشتملٗ عَل  اشتراط كون  الفقهاء عَل  واتفق 
ومنشۡ ومطبخ  مياه  دورة  من  للسكنى  المرافق    ,اللٗزمة  تلك  تكون  وأن 

 خاصة بالسكن إلَ إذا كَن الزوج فقيرا 

Para ulama sepakat bahwa rumah untuk istri disyaratkan harus 

meliputi bagian-bagian yang wajib ada seperti kamar mandi, dapur 

dan lain-lain. Bagian-bagian rumah tersebut khusus di dalam 

rumah, kecuali jika suami termasuk orang miskin.97 

 

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kriteria kadar nafkah tempat tinggal 

untuk istri adalah rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas wajib seperti 

kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Namun apabila suami miskin, maka 

fasilitas-fasilitas tersebut tidak harus berada di dalam rumah, dengan 

artian boleh terletak di luar rumah atau boleh menggunakan fasilitas 

umum.  

 

 

 
97 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 803-804. 
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d. Pembantu jika Istri Membutuhkan 

وكانت    ,اتفق الفقهاء عَل أنه يلزم للزوجة نفقة الخادم إذا كَن الزوج موسرا
الأقدار   ونها من ذوي ولَ تخدم نفسها لك ,المرأة ممن تخدم في بيت أبيها مثلٗ

 أو مريضة 

Para ulama sepakat bahwa seorang istri wajib mendapatkan nafkah 

pembantu jika suami kaya dan istri sudah biasa dilayani waktu 

masih tinggal bersama ayahnya, atau istri punya harkat tinggi 

sehingga perlu dilayani, atau memang istri sedang sakit.98 

 

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan 

nafkah berupa pembantu karena istri sudah biasa dilayani waktu masih 

tinggal bersama ayahnya, atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu 

dilayani, atau karena sakit. Hal tersebut tergantung dari kemampuan 

suami dan kebutuhan istri. Bila suami mampu dan istri membutuhkan, 

maka wajib mendatangkan pembantu, namun bila suami tidak mampu 

atau istri tidak membutuhkan, maka tidak wajib. 

ضار خادم لزوجته ولَ نفقته لأن  حأما إن كَن الزوج معسرا فلٗ يجب عليه إ 
 الخادم ليس ضروريا 

Adapun jika suaminya miskin, maka ia tidak berkewajiban 

mendatangkan pembantu untuk istrinya karena pembantu bukanlah 

sesuatu yang pokok.99 

 

Bila ekonomi suami dalam keadaan sulit, maka menurut Wahbah 

az-Zuhaili mendatangkan pembantu untuk istri hukumnya tidak wajib, 

karena pembantu bukanlah hal yang pokok. Istri harus mengerjakan 

tugasnya sendirian sesuai dengan kemampuan. 

 
98 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 805. 
99 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 806. 
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e. Perabot Rumah Tangga 

في   واختلفوا  التنظيف  وآلَت  القابلة  أجرة  الفقهاء عَل وجوب  أدوات  اتفق 
 التجميل ومتاع البيت 

Para ulama sepakat atas wajibnya upah baby sitter dan alat-alat 

pembersih, namun mereka berbeda pendapat mengenai peralatan 

kecantikan dan perhiasan (perabot) rumah.100 

 

Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili berpendapat mengikuti 

sepakatnya ulama, yakni wajib bagi suami untuk membayar upah baby 

sitter dan memberikan nafkah berupa alat-alat pembersih. 

 الموسر عَل حسب إيساره والمعسر عَل قدر إعساره عَل حسب العوائد 

Suami yang kaya sesuai dengan kekayaannya, dan suami yang 

miskin juga menyesuaikan dengan pendapatannya.101 

 

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa pemenuhan perabot rumah 

tangga disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Sehingga ketika 

dalam keadaan sulit, maka kebutuhan yang diperselisihkan tidak perlu 

dipenuhi. Namun bila suami mampu, maka tidak mengapa memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

2. Kadar Nafkah untuk Anak 

من الخبز    اتفق الفقهاء عَل أن نفقة القريب من ولد وولد ولد مقدرة بقدر الكفاية
 عَل قدر حال المنفق    والمشۡب والكسوة والسكنى والرضاع إن كَن رضيعا  داموالإ

Para ulama sepakat bahwa nafkah kerabat, baik anak dan cucu 

ditentukan dengan ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, 

minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menyusu 

sesuai dengan keadaan ekonomi penanggung.102 

 
100 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 807. 
101 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 808. 
102 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 828. 
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Dari keterangan tersebut, maka Wahbah az-Zuhaili berpendapat 

bahwa kadar nafkah untuk anak yang meliputi makanan, minuman, pakaian, 

dan tempat tinggal disesuaikan dengan kecukupan dan disesuaikan dengan 

kemampuan ekonomi ayahnya. 

قال النبي   فتقدر بقدر الحاجة وقد  خذي ما    )  :لهند   صلى الله عليه وسلملأنها وجبت للحاجة 
 فقدر نفقتها ونفقة ولدها بالكفاية   (يكفيك وولدك بالمعروف 

Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan, jadi ditentukan sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan. Rasulullah SAW bersabda kepada 

Hindun : Ambillah harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang 

dapat mencukupi dirimu dan anakmu. Artinya, penentuan kadar 

nafkah untuk istri dan anak disesuaikan dengan kecukupan.103 

 

Sejalan dengan pendapat beliau tersebut, dalam kitab tafsir al-Munir, 

beliau menafsiri surat al-Baqarah ayat 233 tentang nafkah anak, beliau juga 

berkata : 

هي بالمعروف أي بالمتعارف في    (اللباس)والنفقة الواجبة من الطعام والكسوة  
  والإنفاق يكون عَل قدر غنى الزوج .عرف الشۡع من غير تفريط ولَ إفراط

Nafkah wajib yang berupa makanan dan pakaian itu diberikan secara 

makruf, yakni sesuai dengan kebiasaan syariat, tidak berlebihan dan 

tidak kekurangan. Pemberian nafkah ini disesuaikan kadarnya dengan 

kekayaan suami.104 

 

Dari keterangan tersebut, maka kadar nafkah untuk anak menurut 

Wahbah az-Zuhaili adalah disesuaikan atas kadar ekonomi ayahnya dengan 

ukuran sedang. Misal apabila biasanya anak membutuhkan asupan gizi 

berupa tiga mangkok bubur setiap hari, maka ayah wajib menyediakannya. 

Begitu juga kebutuhan ASI yang didapat dari ibunya, maka suami wajib 

 
 103 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 828. 

104 Wahbah Az-Zuhaili, at-Tafsir al-Munir, I: 736. 
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memberi asupan kepada istrinya supaya dia mampu memproduksi dan 

memberikan ASI pada anaknya. Semua itu diberikan dengan proporsional, 

tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. 

Adapun apabila ayah tidak mampu untuk menafkahi anaknya, maka 

terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama, seperti yang dikemukakan 

oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut :105 

أما إذا لم يكن الأب موجدا أو كَن فقيرا عاجزا عن الكسب لمرض أو كبر سن  
الأصول ذكرا كَن أو  أو نحو ذلك كَنت نفقتهم في رأي الحنفية عَل الموجود من  

 أنثى إذا كَن موسرا 
Adapun jika ayah sudah tidak ada, atau ada tetapi miskin atau lemah 

dan tidak mampu untuk bekerja, sakit, atau sudah lanjut usia atau 

sejenisnya; maka menurut pendapat Hanafiyyah tanggung jawab 

nafkahnya dilimpahkan kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada, 

baik lelaki maupun perempuan jika memang mampu. 

 

 أنه تجب النفقة عَل الأب وحده دون غيره : ورأي المالكية 
Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nafkah itu hanya menjadi 

kewajiban ayah sendiri, bukan yang lain. 

 

 إلى أنه إذا لم يوجد الأب أو كَن عاجزا وجبت النفقة عَل الأم  :وذهب الشافعية 
Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa jika tidak ada ayah atau 

ayahnya lemah, maka nafkahnya ditanggung oleh ibunya. 

 

قدر  إذا لم يكن للولد الصغير أب وجبت نفقته عَل كل وارث عَل  :  وقال الحنابلة  
 ميراثه 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika anak sudah tidak memiliki 

ayah, maka nafkahnya wajib ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai 

dengan kadar bagian warisnya. 

 

Dalam hal ini, Wahbah az-Zuhaili tidak mengungkapkan 

kecondongan beliau terhadap salah satu pendapat. 

 
 105 Wahbah az-Zuhaili,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu VII: 826-827. 
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B. RELEVANSI PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG 

KADAR NAFKAH DI MASA PANDEMI COVID-19 

Akibat dari pandemi Covid-19, Indonesia saat ini sedang menghadapi 

masa genting dengan tingkat ketidakpastian yang belum bisa diprediksi. Covid-

19 juga berdampak signifikan terhadap keuangan keluarga. Rumah tangga di 

semua kelompok pendapatan, dari yang termiskin hingga yang terkaya 

mengalami penurunan pendapatan. Banyak rumah tangga yang sebelumnya 

memiliki pendapatan yang aman secara ekonomi menjadi miskin atau berisiko 

menjadi miskin. Dalam keadaan normal, seorang suami dituntut harus bisa 

menafkahi keluarganya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Namun, dalam 

keadaan  pandemi seperti saat ini, tentu pemenuhan kebutuhan pokok 

mengalami gangguan dikarenakan pencari nafkah mengalami penurunan 

pendapatan.  

Dengan demikian, keadaan pandemi Covid-19 bisa dianggap sebagai 

penyebab kesulitan ekonomi. Sehingga berlaku kaidah fiqih induk, yaitu 

لمشقة تجلب التيسيرا  (kesulitan mendatangkan kemudahan). Alasan kemudahan 

dari keadaan pandemi Covid-19 adalah kesulitan umum (‘umu>m al-balwa>). 

Dengan alasan tersebut, maka akan menimbulkan berbagai macam keringanan, 

seperti pengguguran, pengurangan, penggantian, mendahulukan sesuatu yang 

belum datang waktunya, mengakhirkan sesuatu yang telah datang waktunya, 

pemberian kemurahan dan perubahan.106 

 
 106 Duski Ibrahim, al-Qawa’id al-Fiqhiyah, hlm. 71-75. 
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Oleh sebab itu, penulis akan merinci pendapat Wahbah az-Zuhaili 

tentang kadar nafkah untuk istri dan anak, serta menghubungkannya dengan 

pandemi Covid-19 sehingga bisa ditarik kesimpulan apakah pandangan beliau 

relevan atau tidak bila dikaitkan dengan keadaan di masa pandemi Covid-19. 

1. Kadar Nafkah untuk Istri 

a. Makanan dan Sejenisnya 

Takaran minimal nafkah makanan untuk istri menurut Wahbah az-

Zuhaili adalah disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masing- 

masing daerah dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Jika 

kadar makanan dalam sehari yang menjadi kebiasaan di suatu daerah 

adalah tiga piring nasi beserta dengan lauk tahu dan tempe, maka itulah 

kadar minimal yang harus diberikan oleh suami. Namun apabila suami 

tidak mampu memberikannya disebabkan menurunnya penghasilan 

akibat dari pandemi Covid-19, maka kadar nafkah makanan disesuaikan 

dengan kemampuan suami. Misal bila dalam sehari suami hanya mampu 

memberikan dua piring nasi dengan lauk kerupuk, maka dia telah 

menunaikan kewajibannya, karena memang hanya itulah 

kemampuannya. 

b. Pakaian 

Nafkah pakaian yang wajib diberikan suami kepada istrinya 

menurut Wahbah az-Zuhaili adalah pakaian yang sesuai dengan yang 

biasa dipakai oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan 

ekonomi suami. Adapun pakaian yang umum dipakai oleh masyarakat 
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adalah qami>s}, celana, kerudung, kemudian sandal atau sepatu, atau 

sejenisnya. Jika suami mampu memberikan nafkah pakaian kepada 

istrinya sesuai dengan yang umum dipakai oleh masyarakat, yaitu qami>s}, 

celana, kerudung dan sepatu; serta memiliki kelapangan ekonomi 

sehingga dia mampu membelikan pakaian dengan bahan yang halus; 

maka dia sudah menunaikan kewajibannya, sekalipun hanya membelikan 

pakaian dengan bahan biasa. Namun apabila suami mengalami 

penurunan penghasilan akibat dari pandemi Covid-19 sehingga dia tidak 

mampu membelikan pakaian baru dan hanya bisa membelikan pakaian 

bekas dengan bahan yang kasar, maka dia telah menunaikan 

kewajibannya, karena memang hanya itulah kemampuannya. 

c. Tempat Tinggal 

Ukuran nafkah tempat tinggal untuk istri menurut Wahbah az-

Zuhaili adalah sesuai dan setara dengan level tempat tinggal suami dan 

disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami. Beliau juga menambahkan 

kriteria kadar nafkah tempat tinggal untuk istri adalah rumah yang di 

dalamnya terdapat fasilitas wajib seperti kamar mandi, dapur, dan lain-

lain. Bila suami tergolong mampu untuk membeli rumah sendiri, maka 

wajib baginya untuk membeli rumah, terlebih bila dia memiliki banyak 

anak dan membutuhkan rumah yang besar dengan banyak ruangan. 

Namun apabila suami berekonomi lemah karena terdampak pandemi 

Covid-19 sehingga penghasilannya hanya mencukupi dirinya dan 

keluarganya untuk tinggal di rumah kontrakan, maka dia wajib 
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mengontrak dan tidak perlu menyediakan rumah sendiri karena hanya 

itulah kemampuannya. Intinya, tempat tinggal istri mengikuti tempat 

tinggal suami. 

d. Pembantu 

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan 

nafkah berupa pembantu karena istri sudah biasa dilayani waktu masih 

tinggal bersama ayahnya, atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu 

dilayani, atau karena istri sedang sakit. Namun bila ekonomi suami 

sedang dalam keadaan sulit karena penghasilannya menurun akibat dari 

pandemi Covid-19, maka menurut Wahbah az-Zuhaili mendatangkan 

dan menggaji pembantu untuk bekerja kepada istri hukumnya tidak 

wajib, karena pembantu bukanlah hal yang pokok. Apabila sebelumnya 

suami telah mempekerjakan pembantu untuk istrinya, maka tidak 

mengapa untuk memecatnya. Istri harus mengerjakan tugasnya sendirian 

sesuai dengan kemampuan. 

e. Perabot Rumah Tangga 

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa wajib bagi suami untuk 

membayar upah baby sitter bila mempekerjakannya dan memberikan 

nafkah berupa alat-alat pembersih kepada istri. Di antara yang juga 

merupakan hal wajib adalah perkakas makan, peralatan dapur, meja, 

kursi, serta kebutuhan untuk tidur. Adapun perabot yang tidak wajib 

dipenuhi karena masih menjadi perselisihan ulama adalah alat-alat 

kecantikan. Sehingga ketika dalam keadaan sulit seperti pandemi Covid-
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19 sekarang ini, maka kebutuhan yang diperselisihkan tidak perlu 

dipenuhi. Namun bila suami mampu, maka tidak mengapa memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

2. Kadar Nafkah untuk Anak 

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa kadar nafkah untuk anak yang 

meliputi makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal disesuaikan 

dengan kecukupan kebutuhan si anak dan disesuaikan dengan kemampuan 

ekonomi ayahnya. Misal apabila biasanya anak membutuhkan asupan gizi 

berupa tiga mangkok bubur setiap hari, maka ayah wajib menyediakannya. 

Begitu juga kebutuhan ASI yang didapat dari ibunya, maka suami wajib 

memberi asupan kepada istrinya supaya dia mampu memproduksi dan 

memberikan ASI pada anaknya. 

Jika seorang ayah mengalami kesulitan ekonomi karena dampak dari 

pandemi Covid-19 dan tidak mampu mencukupi nafkah untuk anaknya, 

maka ada beberapa pendapat ulama yang dikemukakan oleh Wahbah az-

Zuhaili. Menurut Hanafiyyah, tanggung jawab nafkahnya dilimpahkan 

kepada keluarga jalur ke atas yang masih ada, baik lelaki maupun 

perempuan jika memang mampu. Menurut Malikiyyah,  nafkah itu hanya 

menjadi kewajiban ayah sendiri, bukan yang lain. Menurut Syafi'iyyah, 

nafkahnya ditanggung oleh ibunya. Menurut Hanabilah, nafkahnya wajib 

ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya. 

Wahbah az-Zuhaili sendiri tidak mengungkapkan kecondongan beliau 

terhadap salah satu pendapat. 
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3. Relevansi Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang Kadar Nafkah di Masa 

Pandemi Covid-19 

Dari pandangan Wahbah az-Zuhaili di atas, semua pendapat beliau 

tentang kadar nafkah selalu mengacu pada kemampuan ekonomi suami. 

Pendapat-pendapat beliau juga dikuatkan oleh pendapat ulama lain, seperti 

Sayyid Sabiq, Abdurrahman al-Jaziri, dan Abdul Jalil Ahmad Ali. 

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa besaran nafkah disesuaikan dengan 

kebutuhan istri dengan mengacu kepada asas kepatutan. Maksudnya, sesuai 

dengan kepatutan yang umum yang diketahui di antara masing-masing 

pihak dengan pertimbangan bahwa itulah yang terjadi secara umum dalam 

keluarganya. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat, 

keadaan, dan masing-masing orang yang bersangkutan. Jika keadaan 

ekonomi suami memburuk, maka suami berhak untuk meminta 

pengurangan nafkah. Sama seperti kadar nafkah untuk istri, kadar nafkah 

untuk anak tidak diperbolehkan melebihi batas kewajaran. Kadar nafkah 

harus sesuai dengan ukuran kewajaran yang berlaku di waktu, tempat, dan 

keadaan. Ukuran kewajaran tersebut ialah berdasarkan dengan keterangan 

dari para ahli, dalam hal ini adalah para ulama dan hakim. 

Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa kadar nafkah untuk istri 

mengacu pada kondisi suami saja. Bila suami kaya, suami wajib 

memberikan nafkah seperti nafkah orang kaya. Bila suami miskin, suami 

wajib memberi nafkah seperti nafkah orang miskin. Bila sedang, maka 
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nafkah yang diberikan juga sedang. Hal tersebut sama saja, baik dalam 

keadaan normal maupun sulit. 

Abdul Jalil Ahmad Ali berpendapat bahwa kadar nafkah untuk istri 

ditentukan berdasarkan pada keadaan suami, baik kaya, miskin, maupun 

sedang. Kalau suami kaya, maka suami wajib memberikan nafkah seperti 

nafkah orang kaya. Bila suami miskin, suami wajib memberi nafkah seperti 

nafkah orang miskin. Bila berekonomi sedang, maka nafkah yang diberikan 

juga sedang. Selain disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami, kadar 

nafkah untuk istri juga disesuaikan dengan harga-harga di pasar, begitu juga 

kebutuhan lainnya. Kadar kewajiban nafkah ayah untuk anaknya ialah 

disesuaikan dengan pertimbangan dan ketentuan dari hakim, baik dalam 

keadaan normal maupun sulit. Dalam pertimbangannya, hakim 

memperhatikan kondisi ekonomi si ayah, taraf standar hidup bagi si anak, 

serta harga-harga kebutuhan yang sewajarnya bagi si anak. 

Semua pendapat ulama di atas selaras dengan pendapat Wahbah az-

Zuhaili dan juga menguatkan pandangan beliau yang menyatakan bahwa 

kadar nafkah selalu mengacu pada kemampuan ekonomi suami. 

Dengan demikian, pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang kadar 

nafkah bila dihubungkan dengan pandemi Covid-19 adalah relevan. Alasan 

kerelevansian tersebut menurut penulis adalah karena dalam pandangan 

Wahbah az-Zuhaili, beliau tidak hanya menjelaskan tentang kadar nafkah di 

masa normal, tapi juga menjelaskan kadar nafkah di masa sulit, seperti 

halnya di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pertama, Wahbah az-Zuhaili memberikan rincian dalam menentukan 

kadar nafkah untuk istri berupa nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal, 

pembantu dan perabot rumah tangga. Nafkah makanan untuk istri adalah 

disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masing- masing daerah dan 

disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal 

maupun masa sulit. Nafkah pakaian untuk istri adalah pakaian yang sesuai 

dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat dan disesuaikan dengan 

kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit. 

Nafkah tempat tinggal untuk istri di masa normal adalah tempat tinggal yang 

sesuai dan setara dengan level tempat tinggal suami dengan kriteria rumah yang 

di dalamnya terdapat fasilitas wajib seperti kamar mandi, dapur, dan lain-lain, 

serta disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami; sedangkan di masa sulit, 

fasilitas wajib tersebut tidak harus berada di dalam rumah dan boleh 

menggunakan fasilitas umum. Nafkah pembantu untuk istri di masa normal 

adalah wajib bila istri membutuhkan dan suami mampu; namun bila istri tidak 

membutuhkan atau suami tidak mampu, maka tidak wajib mendatangkan 

pembantu. Nafkah perabot tumah tangga untuk istri di masa normal adalah 

upah untuk baby sitter, alat-alat pembersih, perkakas makan, peralatan dapur, 

meja, kursi, serta kebutuhan untuk tidur; sedangkan di masa sulit, maka 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kecukupan. 
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Dalam menentukan kadar nafkah untuk anak, Wahbah az-Zuhaili 

berpendapat bahwa nafkah yang meliputi makanan, minuman, pakaian, dan 

tempat tinggal disesuaikan dengan kecukupan kebutuhan si anak dan 

disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayahnya. Apabila ayah tidak mampu 

untuk menafkahi anaknya karena kesulitan ekonomi, maka Wahbah az-Zuhaili 

menyebutkan beberapa pendapat ulama dan tidak menyatakan pendapat 

pribadinya. Beberapa pendapat ulama tersebut ada yang mengatakan bahwa 

tanggung jawab nafkahnya tetap ada pada ayahnya, atau ditanggung oleh 

keluarga jalur ke atas yang masih ada, atau ditanggung oleh ibunya, atau 

ditanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan kadar bagian warisnya. 

Kedua, pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang kadar nafkah bila 

dihubungkan dengan pandemi Covid-19 adalah relevan. Alasan kerelevansian 

adalah karena dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, beliau tidak hanya 

menjelaskan tentang kadar nafkah di masa normal, tapi juga menjelaskan kadar 

nafkah di masa sulit, seperti halnya di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. 

B. Saran 

Sebagai muslim yang moderat, dalam melaksanakan syari’at tidak boleh 

melupakan maqashid as-syariatnya. Agama tidak semata soal halal dan haram, 

tapi sarat berbagai pesan moral yang kadang dilupakan. Syari'at merupakan 

sejumlah hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya agar mereka menjadi 

orang-orang yang beriman yang selalu melakukan sesuatu yang dapat 

membahagiakan mereka di dunia dan akhirat. 
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